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“Aku tidak akan melepaskan salah satu dari benda-
benda seni yang telah kukumpulkan itu untuk 
ditukar Cadillac. Kalau aku menyukai seseorang, 
aku akan memberinya sebuah lukisan atau 
tenunan sebagai hadiah. Tetapi tak pernah aku 
berniat menjualnya. Semua itu akan kuwariskan 
kepada rakyat Indonesia, bilamana aku meninggal. 
Biarlah benda-benda itu dimasukkan dalam 
Museum Nasional. Kemudian, apabila mereka 
lelah atau pikirannya kacau, biarkan mereka 
duduk di depan sebuah lukisan dan menikmati 
keindahan dan ketenangannya sampai jiwa mereka 
terisi dengan kedamaian seperti yang telah 
kulakukan. Ya, aku akan mewariskan benda-benda 
seni ini kepada rakyatku. Untuk menjualnya? 
Tidak akan!” 

Presiden Soekarno 

(dalam wawancara bersama Cindy Adams, 1961-1964)

Presiden Soekarno 

mengamati koleksi 

karya hibah dari 

seniman Perancis di 

Museum Nasional, 1959
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Sebagai museum dan pusat aktivitas seni rupa yang bernaung di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Galeri Nasional Indonesia (GNI) 
adalah rumah bagi koleksi karya seni rupa milik negara yang terdiri dari 
berbagai medium, teknik, tema, dan gaya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
GNI mengemban tanggungjawab dalam hal pengumpulan, pengkajian, 
registrasi, perawatan, pameran, dan publikasi dari koleksi karya seni rupa milik 
negara ini. 

Dalam merealisasikan tugas dan fungsinya terkait pengkajian, bertepatan 
dengan momentum 20 tahun beroperasinya GNI, sejak awal tahun 2019 ini 
kami menginisiasi penelitian mengenai sejarah GNI. Untuk tahap pertama, 
kami memfokuskan penelitian ini pada gagasan GNI yang berawal dari wacana 
Presiden Soekarno untuk membangun museum nasional seni rupa di awal 
masa kemerdekaan Republik Indonesia dan dinamika usaha pembentukan 
kelembagaan GNI hingga akhirnya secara resmi beroperasi pada tahun 1999. 
Kedepannya, kami berencana untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai 
sejarah GNI dari perspektif lainnya seperti sejarah pengoleksian karya seni 
rupa, sejarah bangunan, dan sejarah pendirian kelembagaan GNI, guna 
mewujudkan harapan besar kami untuk dapat menyusun sejarah GNI yang 
komprehensif.   	

Buku hasil kajian ini memuat sejumlah temuan dari penelusuran penulis baik 
yang didapatkan dari sumber pustaka maupun sumber primer melalui sejumlah 
wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang terdiri dari tokoh-tokoh 
yang berperan penting dalam pendirian GNI. Gagasan mengenai GNI tersebut 
dijabarkan dalam periodisasi mulai dari masa pra-kemerdekaan, masa Orde 
Lama, masa Orde Baru, hingga menjelang dibentuknya GNI. Tentu saja tidak 
ada gading yang tak retak, dengan segala keterbatasannya, penelitian ini pada 
akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya mudah-mudahan dapat 
memperkaya historiografi perjalanan seni rupa modern Indonesia, khususnya 
yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan infrastruktur seni.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada penulis, Erwien Kusuma, 
dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengkajian sejarah 
GNI dan mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat 
khususnya sebagai media informasi mengenai sejarah perjalanan GNI dalam 
rangka meningkatkan apresiasi seni dan budaya baik di kalangan publik seni 
rupa dan khalayak umum.

Jakarta, Desember 2019
Pustanto

Sekapur Sirih 

Kepala Galeri Nasional Indonesia
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“Setiap negara memiliki galeri nasional yang mendata dan menyimpan karya-
karya masterpiece dari seniman-seniman negaranya. Sementara Indonesia yang 
telah merdeka sejak 1945 dan memiliki seniman-seniman besar seperti Raden Saleh, 
S. Soedjojono, Affandi, Basuki Abdullah, Ahmad Sadali, dan sebagainya, baru awal 
Mei ini mempunyai Galeri Nasional.” (Harian Terbit, 9 Mei 1999). 

Demikian tulis media menjelang peresmian pembukaan Galeri Nasional 
Indonesia (GNI) pada Mei 1999. Sebenarnya GNI sudah dinyatakan 
berdiri pada 8 Mei 1998 berdasarkan Kepmendikbud No. 099a/0/1998 
menggantikan Gedung Pameran Seni Rupa (GPSR). 

Kutipan surat kabar di atas mengingatkan kita bahwa lebih setengah abad 
setelah kemerdekaan Indonesia baru secara resmi Indonesia memiliki 
sebuah tempat pameran seni rupa bertaraf nasional. Meski demikian, 
bukan berarti bahwa dalam rentang waktu setengah abad itu kita hanya 
tinggal diam, duduk berpangku tangan, tidak melakukan usaha apa-
apa untuk mewujudkan berdirinya tempat pameran dan penyimpanan 
khasanah koleksi karya seni rupa kita yang telah dihasilkan para seniman 
Indonesia sejak dahulu kala. Sejumlah usaha telah dicanangkan oleh 
pemerintah untuk mewujudkannya. Dimulai dari Presiden Soekarno pada 
awal kemerdekaan Republik Indonesia langsung mendorong dibentuknya 
suatu museum nasional yang mengabadikan perjuangan bangsa Indonesia, 
termasuk perjuangan dalam ranah seni rupa (lukis) oleh para seniman 
Indonesia.

Selanjutnya pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintahan Soekarno 
mulai merintis secara sistematis ide pembentukan Gallery Kesenian 
Nasional sebagaimana termaktub dalam Ketetapan MPRS No. II/
MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 1969. Selain itu pada 
September 1964 pemerintah   telah membentuk Panitia Museum Nasional 
Wisma Seni Nasional dan Perpustakaan Nasional. Namun sayangnya, 
perkembangan sosial ekonomi dan politik Indonesia pada masa itu tidak 
memungkinkan agenda pembangunan Wisma Seni Nasional dilaksanakan 
secara tuntas. Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto 
dalam rentang 1966 – 1967 untuk sementara menghentikan mimpi 
bangsa Indonesia untu memiliki sebuah tempat berskala nasional yang 
mengabadikan karya-karya seni yang pernah diciptakan oleh anak bangsa.

Pengantar Penulis
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Masuk periode 1970 an, ketika pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan 
stabilitas ekonomi dan politik, barulah gagasan membangun Wisma Seni 
Nasional (WSN) kembali diteruskan. Rencana pembangunan WSN terus 
diupayakan untuk terwujud dari repelita ke repelita, dari satu menteri 
pendidikan dan kebudayaan kepada menteri berikutnya, begitu seterusnya. 
Hingga akhirnya, pada 1987 pemerintah memulai langkah awal yang paling 
mungkin bisa dilakukan saat itu, yaitu dengan meresmikan Gedung Pameran 
Seni Rupa (GPSR) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Februari 
1987 sebagai bagian dari rencana pembangunan WSN. 

Buku ini bermaksud menjelaskan beberapa informasi sejarah yang terkait 
dengan gagasan, rencana, dan usaha yang dilakukan bangsa Indonesia 
dalam membangun sebuah galeri nasional, dari mulai periode merintis, lalu 
mengusahakannya secara nyata hingga lahirlah GNI yang terus berperan dalam 
perkembangan dunia seni rupa tanah air dan bahkan dunia hingga saat ini. 
Beberapa peristiwa terkait dengan perkembangan kesenian dan kebudayaan 
pada masa kolonial dan pendudukan Jepang di Indonesia juga akan kita 
sampaikan dalam buku ini sebagai upaya kita menyampaikan kesinambungan 
sejarah pemikiran dan karya para seniman perintis yang kemudian menjadi 
modal utama pembangunan galeri nasional.

Jakarta, Desember 2019
Erwien Kusuma
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Berpameran 

pada Masa 

Pra Kemerdekaan

I
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I. Berpameran pada Masa Pra Kemerdekaan

Pada masa Hindia Belanda, di Batavia (sekarang Jakarta) tempat 
pameran seni rupa (seni lukis) baru tersedia di Bataviasche Kunstkring, 
gedung pameran yang dibangun oleh Nederlandsch Indische Kunstkring 
(Lingkar Seni Hindia Belanda) yang dibentuk sejak 1901. Mulanya, 
sebelum membangun gedung yang permanen, lembaga kesenian yang 
pertama di Hindia Belanda ini mengadakan pameran seni rupa secara 
berpindah-pindah. Gedung Bataviasche Kunstkring itu diresmikan 
oleh Gubernur Jenderal pada 1914, ditandai dengan pameran pertama 
yang memamerkan karya-karya pelukis Belanda yang lahir di Hindia 
Belanda. Selain untuk pameran seni rupa, Bataviasche Kunstkring 
juga memiliki ruang-ruang untuk pertunjukam musik, ceramah, dan 
perpustakaan. Tokoh-tokoh kebudayaan seperti Dr. Stokvis, Dr.Bosch, 
dan Dr. Hussein Djajadiningrat tercatat pernah memberikan ceramah 
kebudayaan di tempat itu.

Pada 1932 Bataviasche Kunstkring menggelar pameran besar karya 
lukis kontemporer barat yang berasal dari koleksi P.A. Regnault di 
negeri Belanda. Koleksi yang dipamerkan terdiri dari karya-karya 
original terdiri dari karya Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Mark 
Chagall, Odilon Redon, Pablo Picasso, Raoul Dufy, Gustave de Smet, 
Utrillo, Chirico, Andre Baudin, Foujita Herdijk, dan beberapa lainnya. 

Hotel Des Indes
Sumber:
Royal Netherlands 
Institute of 
Southeast Asian and 
Caribbean Studies 
(KITLV) and Leiden 
University Library 
(CC BY 4.0) 

Gedung Bataviasche Kunstkring
Sumber: TENT:o415], Archief Tentoonstellingsraad, 
Nederlands Architectuurinstituut

Toko Buku Kolff
Sumber: Leo Halks and Steven Wachlin. 
Indonesia 500 Early Postcards. 
Singapore: edmbooks, 2004.
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Dari kisah S. Sudjojono tergambar bahwa tidak mudah bagi seniman 
Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari bangsa Belanda yang 
tentu saja pada masa itu memiliki kuasa dalam segala ranah, tak terkecuali 
ranah seni rupa. Di tangan bangsa Belanda akses tempat-tempat pameran 
dan sarana kebudayaan berada, sehingga pada masa itu mereka-lah yang 
memiliki kesempatan untuk menentukan apakah seniman Indonesia 
bisa memamerkan karya-karyanya di tempat yang otoritatif dan dikenal 
secara luas. 

S. Sudjojono menuliskan “Sesudah bersama-sama berlatih kurang lebih 1 
tahun lamanya mulailah anggota-anggota Persagi bergegas-gegas untuk 
membuat pamerannya yang pertama, niatnya di gedung Kunstkring. 
Ketika tahun 1937 kami sudah punya kira-kira 36 buah lukisan maka 
kami kirim surat ke pimpinan Kunstkring di Menteng untuk membuat 
pameran. Tidak lama, surat kami dijawab oleh sekretarisnya, seorang 
nyonya Belanda, Ny. De Loos Haaxman, bahwa kebiasaan pimpinan 
Kunstkring tidak mau menyewa atau meminjamkan ruangannya untuk 
pameran seni lukis siapapu sebelum mereka mengetahui bahwa lukisan-
lukisan yang akan dipamerkan itu betul-betul dipandang oleh mereka 
bermutu.” Demikian kesaksian S. Sudjojono mengisahkan bagaimana 
penolakan yang  diterima oleh Persagi dari lembaga seni Hindia Belanda 
ketika berencana membuat pameran pertama. Sebagaimana kita ketahui, 
Persagi adalah organisasi seniman lukis Indonesia pertama yang S 
Sudjojono dirikan bersama Agus Djajasoeminta, Yudhokusumo, dan 
beberapa pelukis Indonesia lainnya. 

Mendapatkan penolakan dari bangsa Belanda (Kunstkring) tak membuat 
seniman-seniman Persagi berkecil hati, mereka akhirnya berhasil 
menggelar pamerannya sendiri untuk pertama kali melalui kerjasama 
dengan Toko Buku Kolff, Batavia. Menceritakan pameran di Toko Buku 
Kolff,  S. Sudjojono menulis sebagai berikut: “Kita sewa ruangan Kolff. 

Lalu bagaimana dengan seniman-seniman Indonesia pada masa itu? di 
mana mereka bisa memamerkan karya-karnyanya? Untuk menjawab 
pertanyaan ini mari kita simak kesaksian S. Sudjojono yang ia tulis dalam 
buku S.Sudjojono: Cerita tentang Saya dan Orang-orang Sekitar Saya 
(2017). Dalam buku sang maestro jiwa kethok itu tersurat setidaknya ada 
tiga tempat di Batavia yang biasa digunakan  untuk pameran lukisan 
pada masa kolonial, yaitu gedung Batavia Kunstkring, Toko Buku Kolff, 
dan Hotel des Indes.
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I. Berpameran pada Masa Pra Kemerdekaan

Mereka bikin iklan, gantung-gantung lukisan, bikin undangan, atur 
lampu, penjagaan setiap hari, dan penerimaan tamu bersama kami. 
Tiap lukisan yang terjual mereka minta 25%. Sewa ini buat kami masuk 
akal dan kami anggap murah. Mereka punya pengalaman, kita tidak. 
Pada malam pembukaan, tidak bangsa kita dari kalangan elite saja 
yang datang macam keluarga Dokter Latip, tapi juga terbukti orang-
orang Belanda dan Nyonya De Loos Haaxman dan pelukis Den Hertog 
juga ada. Kritikus Velthuisen dari Java Bode dan lain-lain harian 
Belanda juga ada. Besok harinya koran-koran Belanda bagus sekali 
penerimannya, sebab sangka mereka akan melihat gambar-gambar 
macam di pinggir jalan terbukti kecelik.” 
 
Setelah pameran pertama Persagi yang sukses itu, barulah bangsa 
Belanda, para pengelola Bataviasche Kunstkring itu memberi perhatian 
kepada seniman-seniman Indonesia. Mereka mulai mengajak 
beberapa seniman Indonesia untuk mengadakan pameran di gedung 
pameran pertama di Batavia itu. Selain itu, para seniman Indonesia, 
termasuk S Sudjojono mulai sering diundang dalam kegiatan-kegiatan 
Bataviasche Kunstkring, termasuk jika sedang diselenggarakan pameran. 
Satu tahun sebelum jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Tentara 
Pendudukan Jepang, tepatnya pada 7 Mei 1941 Persagi untuk pertama 
kali mengadakan pameran di Gedung Bataviasche Kunstkring. Banyak 
kritik yang diterima oleh sejumlah pelukis Indonesia yang terlibat 
dalam pameran itu. Para kritikus menganggap bahwa beberapa 
seniman belum mencapai tingkat artistik yang pantas untuk tampil 
dalam pameran kunstkring. Menanggapi kritik itu, S. Sudjojono 
mengatakan :”Sebenarnya motif kami mengikuti pameran tersebut 
semata-mata atas dasar keyakinan dan keberanian menonjolkan diri 
untuk menghilangkan hinaan-hinaan dan anggapan yang negatif yang 
mengira tidak adanya potensi kreatif di lingkungan pelukis-pelukis 
Indonesia”. S.Sudjojono menilai bahwa pameran Persagi di gedung 
Bataviasche Kunstkring itu adalah penanda diterimanya pelukis pribumi 
oleh bangsa Belanda.

Pada 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan tentara pendudukan Jepang, 
selama 3,5 tahun berikutnya Indonesia mengalami suasana yang turut 
menentukan dunia seni rupa dan kebudayaan Indonesia pada masa 
selanjutnya. Penguasa pendudukan Jepang di Jawa datang dengan 
membawa harapan-harapan kesetaraan antara bangsa Indonesia dan 
bangsa Jepang, serta perbaikan nasib Hindia Belanda, yang kemudian 

1 

Aminudin TH 

Siregar, 2010

1
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berujung kepada janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dalam 
proses itu, terdapat dua kanal ekspresi yang tersedia bagi para seniman 
Indonesia, baik melalui organisasi Poetera (Poesat Tenaga Rakyat) 
maupun kantor Pusat Kebudayaan (Keimin Boenka Shidosho). 

Poetera dibentuk pada 9 Maret 1943 dengan dipimpin oleh tokoh-
tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Soekarno. Meski lebih dikenal 
sebagai organisasi politik, Poetera juga menjalankan program budaya 
dan memiliki bagian kebudayaan. Menurut pengakuan S.Soedjojono, 
Poetera sering mengadakan pameran seni lukis dan seni patung di 
gedung Poetera Pusat di jalan Sunda, Jakarta. Sementara itu Pusat 
Kebudayaan dibentuk pada April 1943 sebagai organisasi pelengkap dari 
Sendenbu, Departemen Propaganda yang telah dibentuk sejak Agustus 
1942 dan memiliki kantor pusat di jalan Noordwijk (sekarang jalan 
H. Juanda) No. 39 Jakarta. Poetera dan Pusat Kebudayaan pada masa 
pendudukan Jepang menjadi pusat-pusat penting bagi perkembangan 
ekspresi seni rupa dan budaya Indonesia.

Menurut catatan Kusnadi (1983) zaman pendudukan Jepang adalah 
tahap keempat perkambangan seni lukis di Indonesia, setelah tiga tahap 
sebelumnya, yaitu: Tahap pertama, zaman Raden Saleh hingga wafatnya 
pada 1880 dan dunia seni lukis Indonesia mengalami kekosongan hingga 
masa Tahap kedua, yaitu sekitar tahun 1930 yang dikenal dengan masa 
mazhab Hindia Molek (Mooi Indie). Tahap ketiga seni lukis Indonesia 
terjadi pada 1937 dengan berdirinya Persagi (Persatuan Ahli Gambar 
Indonesia), organisasi seniman lukis Indonesia yang pertama dan 
bertujuan meningkatkan mutu melukis, baik teknis maupun psikologis. 
Ajip Rosidi (1976) menambahkan, selain Persagi di Jakarta, pada masa itu 
di Bandung juga terdapat Affandi (yang tidak bergabung dalam Persagi) 
bersama beberapa seniman lukis lainnya, seperti Hendra Gunawan, 
Sudarso, Barli, dll. turut menyemarakkan dunia lukis Indonesia.

2 

Tod Jones, 

2015

2

Beberapa pimpinan dan 

ketua bagian kantor Pusat 

Kebudayaan  (Keimin 

Bunka Shidoso) berfoto 

ketika lembaga tersebut 

mulai bekerja, 1943.

Sumber: Djawa Baroe No. 

8 2603.4.15
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I. Berpameran pada Masa Pra Kemerdekaan

Pada masa pendudukan Jepang (tahap keempat), para seniman 
memperoleh kesempatan untuk melakukan proses kaderisasi 
angkatan muda pelukis, selain juga mendapat kesempatan 
untuk menyelenggarakan pameran bersama antara Poetera 
dan Pusat Kebudayaan. Banyak seniman pada masa itu yang 
diberi posisi kunci dalam lembaga budaya bentukan Jepang. 
Agus Djajasoeminta, mantan ketua Persagi diberi kepercayaan 
memimpin bagian seni rupa dari Pusat Kebudayaan. Adapun 
S. Soedjojono seniman terkemuka Persagi memimpin bagian 
seni rupa Poetera. Salah satu hal terpenting yang diperoleh para 
seniman pada masa ini adalah mereka berhasil meningkatkan 
kapasitasnya dengan berperan dalam organisasi budaya yang 
penting dan didukung oleh pemerintah. Suatu pengalaman 
penting yang dapat mereka gunakan pada periode kemerdekaan.

Pada akhirnya sejarah seni rupa mencatat bahwa sejumlah besar 
seniman berpengaruh Indonesia dalam rentang 1940 - 1950 an 
telah memiliki hubungan kerjasama dengan Poetera atau Pusat 
Kebudayaan. Selain Agus Djaja dan Soedjojono, Affandi misalnya, 
telah memunculkan namanya dari Poetera dalam sebuah pameran 
tunggal pada 1943. Kartono Yudhokusumo, Hendra Gunawan, 
Henk Ngantung, Mochtar Apin, dan Zaini juga bergabung dengan 
Poetera. Lalu Barli bergabung dengan Pusat Kebudayaan di 
Bandung dan mengajar sejumlah seniman muda seperti Popo 
Iskandar dan Suparto. Nama-nama itu kemudian menjadi kanon 
seni rupa dari masa revolusi dan awal kemerdekaan.3  

Pada masa pendudukan Jepang itu, Poetera beberapa kali berhasil 
menyelenggarakan pameran tunggal beberapa seniman seperti 
Affandi, Basoeki Abdullah, Kartono Yudhokusumo, dan I Ngendon. 
Selain itu, Poetera juga tercatat sempat menyelenggarakan 
pameran bersama dengan judul Memenangkan Perang Asia 
Timur Raya yang diselenggarakan pada Desember 1942. Menurut 
pemberitaan surat kabar masa itu, pameran-pameran lukisan 
yang diselenggarakan Poetera banyak menarik minat masyarakat. 
Pameran tunggal Affandi misalnya dikabarkan dihadiri 3.500 
orang, suatu jumlah penonton yang cukup besar pada masa itu. 
Demikian halnya dengan pameran tunggal Basoeki Abdullah 
yang juga banyak mendapat perhatian dari masyarakat masa 
pendudukan Jepang.4  

3 

Tod Jones, 2015

4

Pemandangan, 

21 Agustus 2603 

dan Asia Raya, 

25 Januari 2604
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Sementara itu berdasarkan dokumentasi majalah Djawa Baroe yang 
terbit selama masa pendudukan Jepang, berikut beberapa pameran 
yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Kebudayaan:

1. Pertoendjoekan Loekisan Kehidoepan Djawa Baroe, merupakan 
pameran pertama yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat 
Kebudayaan selama 10 hari sejak tanggal 29 April 1943. Pameran 
bertempat di Kantor Pusat Kebudayaan di Jakarta. Menurut 
Tod Jones (2015) setelah diadakan di Jakarta pameran tersebut 
dilakukan keliling pulau Jawa, hal ini mungkin selaras dengan info 
yang tercantum dalam majalah Djawa Baroe yang menulis judul 
rubrik “pertoendjoekan Loekisan di Djawa”. Peserta pameran 
pertama itu hanya seniman-seniman lukis Indonesia yang 
antara lain diberitakan, yaitu: S. Soedjojono (30 tahun), Agoes 
Djajasoeminta (30 tahun), Otto djajasoeminta (26 tahun), Basoeki 
Abdoellah (29 tahun), Kartono Judokusumo (18 tahun), dan Emiria 
Soenassa (48 tahun).  
 
2. Seteleng Saseo Ono, buah tangan dari mengikuti perang. 
Diselenggarakan pada 1 – 11 Februari 1944 bertempat di Kantor 
Pusat Kebudayaan di Jakarta.

3. Seteleng Loekisan Peloekis-Peloekis Nippon. Diselenggarakan pada 3 
– 13 April 1944 di gedung Kantor Besar Pusat Kebudayaan, Rijswijk 
Djakarta Tokubetsu Shi. Pameran ini menampilkan lima pelukis 
Nippon dari Keimin Bunka Shidoso. 

4. Seteleng Seni Roepa Angkatan Darat yang mengumpulkan lukisan-
lukisan catatan siasat perang dari angkatan darat di dalam perang 
Asia Timur Raya. Pameran kemungkinan diadakan sekitar Agustus 
tahun 1944.  
 
5. Seteleng Seni Rupa Djawa Baroe ke-4 dipamerkan 76 lukisan pada 
3 – 12 November 1944 bertempat di Keimin Bunka Shidoso.
Dalam berita Seteleng Loekisan Peloekis-Peloekis Nippon pada 
3 – 13 April 1944 disebutkan oleh Djawa Baroe bahwa pelukis-
pelukis Nippon berkewajiban memberi pimpinan kepada 
kalangan pelukis-pelukis bangsa Indonesia. Itulah narasi utama 
dalam periode pendudukan ini, sebagaimana tergambar dalam 
sambutan T. Kono, pemimpin bagian lukisan dan ukiran dalam 
organisasi Pusat Kebudayaan, yang mengatakan: “Saya pernah juga 
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menerangkan bahwa kesenian lukisan dan ukiran di Jawa masih 
sebagai kertas putih, walaupun dalam arti baik atau buruk. Satu 
lapangan dalam dunia kebudayaan yang belum dikerjakan dalam 
masa Belanda memimpin kebudayaan kesenian lukisan dan ukiran. 
Sekaranglah kita akan memberikan pimpinan yang sesungguhnya 
dalam lapangan ini.”

Dari pernyataan itu jelas bahwa pendudukan Jepang ingin menghapus 
pengaruh Belanda (Eropa) dalam dunia seni rupa, baik dari segi 
tehnik maupun corak. Sungguhpun para pemimpin Jepang dalam 
Pusat Kebudayaan masih melihat bahwa gaya seniman lukis Indonesia 
sebagai gaya Barat, tapi para seniman Indonesia menganggap bahwa 
gaya mereka adalah gaya kontemporer. Jim Supangkat berpendapat 
bahwa pengaruh berbagai gaya populer dalam perkembangan seni 
rupa modern Indonesia adalah lumrah, sebagaimana terjadi di 
negara lainnya. Seniman Indonesia melihat seni  mereka sebagai 
khas Indonesia karena fokus mereka pada tema Indonesia dan 
komitemen nasionalisme mereka. Jim Supangkat menamai gaya 
mereka sebagai gaya romantisme yang temanya didominasi oleh tema 
pemberontakan, perjuangan, penindasan, dan kemiskinan, serta tema 
politik dan sangat simbolik.

Tentu saja sebagai bagian dari strategi untuk bertahan dan 
berkembang, pada masa itu para seniman dan tokoh yang terlibat 
dalam organisasi kebudayaan bentukan tentara pendudukan Jepang  
turut mengamini apa maksud dan penilaian Jepang atas kebudayaan 
Indonesia, termasuk dalam seni lukis. Sanoesi Pane dalam tulisannya 
“Mengembalikan Keboedajaan Timoer” membuka paparannya dengan 
narasi sebagai berikut: “Imperialis Belanda, yang bersekutu dengan 
imperialis Inggris dan Amerika, memorat-maritkan kebudayaan 
kita. Imperialis sekutu itu seperti kerbau yang memasuki taman, 
meruskakan jambangan-jambangan, bunga-bunga, tumbuh-
tumbuhan, arca-arca, mengotori kolam-kolam mencari makanan dan 
minuman dan tempat melepaskan lelah. Kerbau imperialis sekutu itu 
tidak dapat kita usir dulu, karena kita lemah. Tentara Dai Nipponlah 
yang sanggup mengenyahkan dia dan kita sekarang dapat kesempatan 
memperbaiki taman kebudayaan kita kembali.” 

Sementara itu Agus Djajasoeminta dalam tulisannya menyambut 
pembukaan Pusat Kebudayaan menulis sebagai berikut: “Dengan 
berdirinya Pusat Kebudayaan di Jakarta dan cabang-cabangnya yang 

5
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berdiri sebagai juga Poetera  di tengah-tengah masyarakat dan untuk 
masyarakat, Pemerintah Balatentara telah mengajak pada kaum 
seniman dan seniwati supaya bangkit, membangunkan kembali 
kebudayaan Timur. Kami para seniman dan seniwati sungguh harus 
merasa beruntung hidup di dalam suasana ini. Meskipun berat, tetapi 
jika mungkin hendaknya kami ingin mati hidup seribu kali.”

Demikianlah pada masa pendudukan Jepang para seniman nasionalis 
Indonesia berhasil memanfaatkan ruang dialektika antara tujuan 
propaganda Jepang dan tujuan para seniman untuk bertahan dan 
mengembangkan dunia seni rupa modern Indonesia (lukis dan ukiran). 
Kesempatan emas itu mereka manfaatkan sebaik-baiknya untuk 
melakukan dua hal, yaitu pameran dan mendidik pelukis-pelukis 
muda.

Pertunjukan Lukisan 

Kehidupan Jawa Baru di 

Pusat Kebudayaan (Keimin 

Bunka Shidoso), 1943.

Sumber: Djawa Baroe No. 9 

2607.15.1

8
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Hubungan antara nasionalisme dan seni modern terus menguat pada 
periode selanjutnya setelah 1945. Pada masa perang kemerdekaan, para 
seniman perupa turut berjuang bersama rakyat dan pasukan republik. 
Pada saat pemerintahan republik harus pindah dari Jakarta ke 
Yogyakarta, para seniman turut mundur dari Jakarta bersama pasukan 
republik menuju Yogyakarta. Hingga masa perang berakhir pada 1949 
sejumlah seniman memilih tinggal di Yogyakarta. Claire Holt mencatat 
pada 1950 dua pertiga hingga tiga perempat dari seniman (perupa dan 
pelukis) Jawa tinggal di Yogyakarta.

Sejauh mana perkembangan seni rupa dalam rentang 1945 – 
1949, terutama terkait dengan usaha pendidikan, pameran, dan 
pengelolaann hasil-hasil karya seniman yang berlimpah pada periode 
sebelumnya, dapat kita telusuri melalui beberapa serpihan berita 
berikut ini:

Sumber: 

Merdeka, 

6 Oktober 1945 

Pada 6 Oktober 1945, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan 
17 Agustus 1945, surat kabar Merdeka memberitakan rencana 
Pertoendjoekan Loekisan untuk propaganda luar negeri, yang entah 
terwujud atau tidak, mengingat situasi genting yang dialami Jakarta 
pada masa itu karena mendaratnya tentara Sekutu yang ternyata 
membawa turut serta pasukan NICA bersama mereka. Beberapa titik 
di Jakarta mengalami beberapa pertempuran sengit, sehingga dapat 
kita yakini susah rasanya mewujudkan suatu pameran lukisan untuk 
tujuan sebagaimana tersebut dalam cuplikan surat kabar di atas. 
Namun demikian, dari berbagai kisah dan kesaksian para seniman, 
pada periode awal kemerdekaan ini, para seniman Indonesia memang 
berperan aktif dalam perjuangan melalui keahlian yang mereka miliki. 

9
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Berbagai produk propanda perjuangan dalam bentuk poster, 
pamflet, mural, dan kesaksian dalam karya lukis mereka hasilkan 
dalam periode perang kemerdekaan ini. Selain itu, di tengah perang 
kemerdekaan yang sedang berkecamuk itu, Presiden Soekarno telah 
mengeluarkan suatu keputusan besar dalam dunia seni rupa, yaitu 
rencana Persiapan Moesioem Kesenian Nasional. 

Dalam Surat Perintah Presiden (Pres/24) tertanggal 13 Juli 1946 di 
Yogyakarta dinyatakan: Presiden Republik Indonesia memerintahkan 
kepada segenap Djawatan Sipil dan Militer untuk memberi bantuan 
seperlunya kepada Kolonel Agoes Djajasoeminta dalam melaksanakan 
kewajibannya mengumpulkan, membeli, mendaftarkan, dan 
menyelidiki lukisan-lukisan dan barang-barang kesenian lainnya 
sebagai persiapan membangun museum kesenian nasional.

Informasi terkait rencana pembangunan museum kesenian nasional 
pada umur republik yang masih benar-benar belia itu juga dikuatkan 
oleh sebuah tulisan berjudul Museum Nasional dalam surat kabar 
Kedaulatan Rakyat, 14 Januari 1947, yang antara lain menuliskan 
sebagai berikut: 

“Tercatat pula disini sekedar guna penerangan, terutama untuk mereka 
yang pernah kami berhubungan: 

a. Badan Persiapan Dokumentasi Perjuangan Negara telah 
disetujui dan dicap oleh: Kementerian Pengajaran Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Penerangan, Kementerian Pertahanan, 
Biro Perjuangan, Dewan Pertimbangan Agung. Dan kami yakin 
semua kementerian dapat menyetujuinya.

b. Diserahkan kepada Agoes Djajasoeminta promotor dari 
ide Dokumentasi Perjuangan Negara untuk menyelidiki 
(mengumpulkan) membeli semua harta benda kesenian dsb guna 
Museum Nasional tsb. Penyerahan resmi dengan surat Perintah 
Presiden Republik Indonesia yang ditujukan kepada segenap 
Djawatan Sipil dan Tentara untuk tertanggal 13 Juli 1946 untuk 
memberi bantuannya kepada saudara Agus tersebut. 

Pekerjaan ini baru terbatas dengan susah payah pada penyelidikan 
di daerah-daerah, terutama sekali berhubung badan tersebut belum 
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Dari kedua sumber tersebut di atas, yaitu lampiran surat Perintah 
Presiden (Pres/24) dan tulisan berjudul Museum Nasional telah 
membuktikan bahwa gagasan untuk mengumpulkan koleksi 
seni hasil karya seniman telah dimulai sejak awal pemerintahan 
Republik Indonesia. Meski apa bentuk dan nama wadah yang 
dimaksudkan untuk menghimpun benda-benda kesenian tersebut 
belum secara konsisten disebutkan, tapi gagasan membangun suatu 
fasilitas kebudayaan dan kesenian dalam bentuk museum (kesenian) 
telah terlontar pada masa itu. 

Langkah yang paling nyata terkait dengan gagasan membentuk 
Museum Nasional (National Gallery) dikisahkan oleh Sularko dalam 
tulisannya Koleksi Nasional yang menginformasikan beberapa hal 
sebagai berikut:

mendapat keuangan baik resmi maupun tidak resmi (sumbangan 
dari umum) kecuali satu cek dari Biro Perjuangan Pusat yang 
sampai pada saat ini belum bisa ditukarkan dengan uang. Jadi 
sementara waktu ini Badan Persiapan sekedarmya dibiayai sedapat-
dapatnya dan seakal-akalnya oleh saudara Agus tersebut dan dengan 
sendirinya bergeraknya berat dan sesat.”

Dalam tulisan berjudul Museum Nasional tersebut juga 
disampaikan himbauan kepada instansi pemerintah dan masyarakat 
luas yang berminat tiga poin sebagai berikut:

1. Diharapkan semua benda seni, buku, dan semua benda yang 
terkait dengan riwayat perjuangan tanah air dapat dijaga, tidak 
rusak, hilang atau jatuh kepada pihak yang melakukan blokade. 
Harapan ini terutama ditujukan kepada pamong praja dan 
badan perjuangan yang berkuasa di daerah.

2. Meminta bantuan masyarakat untuk memudahkan usaha 
para seniman pelukis, sastrawan, dsb yang berhasrat melukiskan 
zaman yang hasilnya dibutuhkan oleh masyarakat kita yang 
akan datang, bahkan oleh manusia umumnya.

3. Kepada para peminat, harap ikut mewujudkan tercapainya ide 
kita bersama (membangun Museum Nasional), atau paling tidak 
jangan merintangi dengan kritik atau obrolan omong kosong.
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1. Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik 
Indonesia memutuskan akan membeli sejumlah lukisan yang 
dapat dipandang sebagai puncak kemampuan (top prestaties, 
master-pieces) dari pelukis-pelukis bangsa Indonesia pada waktu 
itu. Lukisan-lukisan itu nantinya akan menjadi koleksi pertama 
dari Museum Nasional (National Gallery) yang telah direncanakan 
pembentukannya. Di dalam National Gallery rencananya akan 
dikumpulkan hasil karya kesenian yang terbagus dari bangsa 
Indonesia, baik dari masa lampau maupun masa sekarang 
(contemporary arts). Koleksi tersebut adalah koleksi milik negara 
yang nantinya akan bermanfaat bagi kepentingan rohani rakyat 
Indonesia.

2. Pada kwartal penghabisan tahun 1947 telah dibentuk Panitia 
Pembelian Barang-Barang Seni Rupa, yang berdasarkan 
keputusan menteri terdiri dari beberapa tokoh sebagai berikut: 
Dr.Prijono (doktor kesusasteraan), Ir. Sam Uddin (penggemar 
lukisan modern), Dr. Sularko (dokter gigi dan pelukis amatir), 
Sudjojono (pelukis profesional), R.M. Subanto Suriosubandrijo 
(pelukis profesional, opsir legiun MN), Affandi (pelukis 
profesional), Basuki Resobowo (pelukis profesional), Rusli 
(pelukis profesional, alumni Santineketan), Mohammad Hadi 
(pelukis profesional, pegawai kementerian PP&K), Katamsi (guru 
gambar sekolah menengah keluaran Akademie voor tekenleraren 
Amsterdam), Suhamir (pegawai jawatan purbakala, urusan 
candi), Kanjeng Mangkujudo (ahli batik), Nji Hajar Dewantoro, 
Nji Tjokrosuharto (ahli patung), dan Sindusuwarwno (seorang 
pegawai kementerian PP&K, kepala jawatan kebudayaan Solo, 
diperbantukan mengurus kebutuhan material panitia).    

3. Dalam prosesnya, beberapa nama dicoret karena berhalangan 
atau terdapat hal-hal prinsip, yaitu Katamsi, Sudjojono, Subanto, 
Nji Tjokrosuharto dan Sam Uddin. Meski demikian panitia dapat 
melaksanakan tugasnya setelah berhasil menyusun Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4. Dalam waktu tiga bulan beberapa lukisan telah terkumpul, 
setelah panitia mendatangi beberapa pelukis ternama, yaitu 
pelukis yang minimal telah mengikuti dua kali seteleng. Lukisan 
yang terkumpul kira-kira berjumlah 100 lukisan terdiri dari 
lukisan cat minyak, cat air, skets, dan gambaran pena. 
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Sudjojono 		  1. Anak Sunter 
	  		  2. Tjap Go Meh
	  		  3. Jalan Lempeng
Affandi	  		  4. Ibu Pelukis
	  		  5. Genderan
Suromo	 		  6. Potret Diri Sendiri
	  		  7. Landschap Modjo
	  		  8. Tirtonadi
Basuki Resobowo		 9. Gadis (aquarel)
			   10. Mbok M
Dullah			   11. Membajak (aquarel)
			   12. Pohon Waringin
Trubus			   13. Nj. Affandi Sakit
			   14. Potret
Rusli			   15. Selecta (aquarel)
Sudarso			  16. Menanti
Hendra			   17. Pasar
Sudiardjo		  18. Potret Anak
Kusnadi			  19. Pemandangan di jalan
			   20. Gerobak sapi
Moh. Hadi		  21. Borokan Melati (aquarel)
			   22. Nasib Buruh
Kartono			  23. Landschap
Nj. Kartono		  24. Djembatan (aquarel)
Subanto			  25. Klenteng
Sularko			   26. Bunga Anggrek
Siauw Tik Kwie		  27. Bunga Chrysant
Surono			   28. Potret

5. Seleksi pertama diadakan di gedung Sana Budoyo, Yogyakarta, 
dipimpin oleh ketua panitia Dr. Prijono. Dari 100 lukisan diseleksi 
separuh lukisan, dan diseleksi lagi hingga tinggal kurang lebih 30 
lukisan yang kemudian diajukan kepada pemerintah untuk dibeli, 
ditukar, atau dipinjam untuk kepetingan rakyat. 

6. Berdasarkan ingatan penulis (Sularko) lukisan-lukisan itu 
adalah hasil karya beberapa pelukis sebagai berikut:
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Demikian informasi paling mutakhir dalam periode 1945 – 1949 
terkait dengan gagasan pembentukan Museum Nasional atau National 
Gallery yang telah muncul pada masa awal kemerdekaan Indonesia. 
Di tengah kondisi serba kekurangan, pemerintah Indonesia – dalam 
hal ini Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) 
– telah benar-benar berusaha mewujudkan gagasan pembentukan 
Museum Nasional. Dengan tidak dicantumkannya nama Agus Djaja 
dalam panitia tersebut di atas, dapat kita duga terdapat dua upaya 
berbeda antara apa yang dilakukan oleh Agus Djaja yang banyak 
didukung oleh Badan Perjuangan dan kementerian PP&K sebagai 
kementerian yang bertanggung jawab dalam mengembangkan 
kebudayaan dan kesenian di Indonesia.

Sementara itu, selain berusaha mewujudkan sebuah museum yang 
akan menyimpan dan merawat hasil karyanya, para seniman pada 
masa perang kemerdekaan ini terus membuat karya seni (lukisan) 
lalu memamerkannya. Bagi mereka itu adalah bentuk perjuangan 
yang paling bisa mereka lakukan pada masa perang. Menurut Tod 
Jones (2015) banyak karya yang dihasilkan para seniman dalam masa 
perang, menggambarkan jalannya perang atau mengisahkan kondisi 
dalam masa perang. Tapi banyak dari karya-karya itu dan juga karya 
yang dihasilkan  pada periode sebelumnya turut musnah ketika 
terjadi Agresi Militer pasukan Belanda ke Yogya pada tahun 1948.

Gambaran bagaimana perasaan dan pemikiran para seniman pada 
masa perang dapat kita kutip dari apa yang disampaikan oleh Otto 
Djaja dalam suatu pameran bersamanya dengan Agus Djaja pada 
Maret 1947 di Jakarta sebagai berikut: “Sebetulnya apa yang saya 
kerjakan ini juga perjuangan. Ada orang yang memakai bedil dan 
bambu runcing seperti mereka ini. Saya hanya memakai pensil dan 
potlot. Tetapi janganlah memandang rendah kepada perjuangan 
ini. Dengan ini saya hendak membuktikan, bahwa di lapangan 
kebudayaan pun kita tidak usah kalah dengan lain-lain negeri.”

Meski belum memiliki fasilitas yang memadai untuk 
menyelenggarakan pameran, para seniman tidak surut langkahnya 
untuk terus berkarya dan menyelenggarakan pameran dengan tujuan 
untuk perjuangan bangsa Indonesia dalam lapangan kebudayaan 
sebagaimana disampaikan oleh Otto yang berpameran di museum 
di area Koningsplein (Medan Merdeka), Jakarta yang masa itu 
menjadi wilayah yang dikuasai NICA. Pada 14 Desember 1947 Henk 
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Ngantung, seniman yang masa itu baru berusia 33 tahun, juga sempat 
menyelenggarakan seteleng lukisan di Hotel Des Indes, Jakarta (Siasat, 
21 Desember 1947). Ada empat tema yang digambarkan oleh Henk 
Ngantung dalam pameran tersebut, yaitu: pemandangan, potret, lukisan 
sosial, dan corat-coret. 

Masih di Hotel Des Indes pada Agustus 1948 perkumpulan seniman 
merdeka, antara lain S.Sudjojono dan Affandi juga menyelenggarakan 
pameran yang menarik perhatian para pengamat, bahwa keduanya 
terlampau mendapat perhatian yang sangat besar dalam dunia lukis 
tanah air. Salah satu contoh perhatian besar itu adalah apa yang ditulis 
oleh Mimbar Indonesia tentang S.Sudjojono pada 8 Oktober 1949 
Sudjojono Bapak Seni Lukis Indonesia Baru. Dalam reportase itu, T. 
Sumardjo menuliskan bahwa Sudjojono baru saja kehilangan ayahnya 
yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda dalam Agresi Belanda 
II. Selain kehilangan ayahanda, Sudjojono juga dikabarkan kehilangan 
karya-karya lukisannya yang semakin menambah kesedihannya.

Selain di Jakarta, para seniman juga menyelenggarakan pameran 
di kota-kota lain, seperti di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh 
dan bertempat di Taman Siswa. Pada 1948 Taman Siswa telah 
menyelenggarakan pameran lukisan untuk pertama kali dengan tujuan 
mengenalkan para seniman lukis Indonesia beserta karya seninya. 
Selanjutnya pada 11 – 18 September 1949 untuk Seteleng Seni Lukis di 
Taman Siswa yang kedua, panitia mulai memerhatikan kualitas seni dari 
karya lukis yang dipamerkan. Untuk mencapai tujuan itu, dalam panitia 
penyelenggara duduk beberapa seniman senior seperti Affandi sebagai 
ketua panitia dan sejumlah seniman yaitu Usman Effendi, Sudarso, 
Sutiksna, Handrio, dan Basuki Resobowo sebagai anggota. Mereka mulai 
melakukan proses seleksi atas karya seni yang dipamerkan. Kabarnya 
dari 248 lukisan yang dikirim, hanya 95 lukisan yang terpilih untuk 
dipamerkan. Lengkapnya, terdapat 38 pelukis dan masing-masing 
pelukis paling sedikit memamerkan dua hasil karyanya. Dari pameran 
di Taman Siswa itu, sejumlah pelukis senior dan muda dapat saling 
bertemu, beradu karya dalam pameran, sehingga tercipta hubungan 
yang dinamis antar seniman. 

Sebagaimana kita ketahui, pada masa perang kemerdekaan ini, para 
seniman lukis juga mulai berkelompok di kota sekitar ibu kota negara 
Yogyakarta, seperti di Solo, Madiun, dan sekitarnya. Mereka mulai 
membentuk kelompok sesuai dengan minat dan gaya melukisnya 
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Sumber: 

Siasat, 

27 Juni 1948

masing-masing. Di Yogyakarta terbentuk Pelukis Rakyat (1947) yang 
menurut Suromo (1949) bergaya impressionistis. Sebelumnya di 
Madiun terbentuk Seniman Indonesia Muda (1946) dan kemudian 
berkembang di Solo dan Yogyakarta juga mempunyai gaya 
ekspresionistis. Di luar keduanya terdapat juga kelompok seniman 
yang menamakan dirinya Pelangi, atau juga beberapa individu 
seniman di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain yang tak tergabung 
dalam kelompok seniman tertentu.  

Sebagai bangsa yang baru saja merdeka, dan perang pun masih 
berkecamuk di beberapa daerah, tentu saja perkembangan 
kebudayaan dan kesenian Indonesia pada periode ini masih berjalan 
dalam kondisi serba kekurangan. Peranan instansi Departemen 
Pendidikan Kebudayaan dan Pengetahuan pada masa itu belum 
cukup maksimal dalam mengurus dan mengembangkan kebudayaan 
dan kesenian. Pun demikian hal itu bukan berarti tidak ada upaya 
sama sekali untuk terus merencanakan dan mewujudkan beberapa 
macam aktivitas selain pameran, yaitu pendidikan untuk mencetak 
generasi baru seniman Indonesia. Misalnya pada 27 Juni 1948 dalam 
surat kabar Siasat terdapat pengumuman sebagai berikut:
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Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa sejak awal berdirinya 
republik ini, selain menghasilkan karya dan berpameran, para 
praktisi kebudayaan dan kesenian di Indonesia telah sadar perlunya 
pendidikan untuk mencetak generasi seniman-seniman berikutnya. 
Puncak dari usaha dalam pendidikan ini adalah dibentuknya Akademi 
Seni Rupa di Yogyakarta berdasarkan Putusan Menteri Pendidikan 
Pengajaran dan Kebudayaan (No.32/Kebud) tertanggal 15 Desember 
1949. Dalam statua pendirian Akademi Seni Rupa Indonesia 
disebutkan akademi terdiri dari : Seni Lukis; Seni Patung dan Pahat; 
Seni Pertukangan; Seni Reklame, Dekorasi, Ilustrasi dan Grapik; Guru 
gambar Ijazah A dan B; serta Seni Bangunan.

Menurut Tod Jones (2015) salah satu warisan penting dari periode 
1945 – 1965 untuk seniman Indonesia adalah berdirinya beberapa 
sekolah tinggi seni. Pada 1953 di Indonesia tercatat ada empat sekolah 
seni yang disponsori negara yang beroperasi di Jawa dan tiga di 
antaranya dikendalikan oleh Bagian Seni Rupa (Dinas Kebudayaan). 
Setelah Akademi Seni Rupa Indonesia berdiri pada 1949 di Yogyakarta, 
pemerintah membuka Konservatori Karawitan Indonesia (KKI) pada 
1950 di Solo. Sekolah kesenian ketiga adalah Sekolah Musik Barat 
yang dibuka di Jakarta. Sebelumnya pada 1947 program pelatihan 
guru kesenian telah dibuka di Bandung sebagai bagian dari kampus 
Universitas Indonesia cabang Bandung. Sekolah (keempat) ini 
kemudian dijadikan bagian dari Institut Teknologi Bandung pada 1959.

Pada periode perang kemerdekaan itu, dalam ranah kebudayaan juga 
perlu diingat bahwa Dinas Kebudayaan Yogyakarta dengan dukungan 
Gubernur Yogyakarta dan dukungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyelenggarakan Kongres Kebudayaaan Indonesia 
yang pertama di Magelang pada Agustus 1948. Sebelumnya kongres 
kebudayaan serupa juga pernah diadakan di Sukabumi pada 
November 1946 dan Solo pada April 1947. Namun demikian Kongres 
Kebudayaan yang diadakan di Magelang itu adalah kongres pertama 
yang terbesar dan dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden. Peristiwa 
kongres pertama itu bertepatan dengan usaha Indonesia untuk 
menunjukkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kekuatan 
Barat bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu dan memiliki 
kebudayaan nasional sendiri.
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Setelah Indonesia benar- benar merdeka dan berdaulat pada 1950, 
Djawatan Kebudayaan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung 
jawab dalam mengurusi kebudayaan dan kesenian memiliki empat 
divisi yang  terdiri dari dua jenis, yaitu divisi yang bau dibentuk dan 
lembaga yang diambil alih dari rezim kolonial, antara lain Museum 
Nasional dan Dinas Purbakala. Bagaimana dengan Museum Kesenian 
Nasional atau National Gallery yang digagas oleh pemerintah pada 
periode awal kemerdekaan? Rupanya gagasan itu belum dapat 
terwujud pada periode itu. Luasnya jangkauan kebijakan kebudayaan 
dan kesenian, tentu saja belum bisa dilaksanakan oleh sebuah 
departemen pemerintah seperti Dinas Kebudayaan yang memiliki 
anggaran kecil dan sumber daya manusia yang terbatas.

Namun demikian, gagasan untuk membentuk National Gallery terus 
terjaga dalam periode ini, termasuk gagasan yang dilontarkan oleh 
para seniman atau budayawan, antara lain Ramadhan K.H. yang 
menulis tentang Museum Seni Modern dari Amsterdam pada 19 
September 1952 antara lain sebagai berikut: “Sekarang saya ingat pada 
istana di Jakarta, di mana tergantung hasil-hasil kerja pelukis-pelukis 
kita dewasa ini. Tapi saya harus mengatakan, bahwa itu masih jauh 
sekali pada apa yang saya maksudkan, disamping koleksinya yang 
masih amat kurang tepat. Saya masih sangsi (maklum saya belum 
masuk ke dalam semua bilik), apakah disana tergantung lukisan Salim, 
juga sebenarnya patut dipelihara oleh kita semua, hingga menjadi 
milik kita semua, menjadi milik nasional. 

Lagi pula istana itu, tidak merupakan satu gedung di mana orang-
orang biasa bisa masuk lalu lintas, walaupun Bung Karno pernah 
mengatakan bahwa istana itu adalah kepunyaan rakyat, dan dia sebagai 
wakilnya menjaminnya. Akan amat baik jika gedung semacam yang 
saya maksudkan di atas itu, bisa berdiri di Jakarta (Indonesia), di 
mana hasil-hasil ciptaan bangsa kita dan bangsa-bangsa lain dewasa 
ini terdapatkan. Saya tidak mau mengulangi kepedihan seperti yang 
pernah saya rasakan, waktu masuk ke museum bangsa-bangsa di 
Leiden, di mana emas dan barang-barang lain yang asalnya (dan 
sebenarnya) adalah harta-harta bangsa kita, terdapat di belakang kaca-
kaca di sana. Atau apakah hasil-hasil kesenian kita sekarang harus juga 
terjual dan jatuh ke tangan bangsa lain?”.

Sebelum sampai pada gagasan tentang “gedung semacam yang saya 
maksudkan” yaitu museum seni modern, Ramadhan KH terlebih 
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dahulu menggambarkan bagaimana negara-negara di Eropa dan juga 
Amerika Serikat telah memiliki galeri-galeri nasionalnya masing-
masing yang dibangun atas prakarsa pemerintah dan masyarakat. 
Imajinasi dari pengalaman melancong ke negeri seberang seperti 
yang dilakukan oleh Ramadhan KH itu banyak juga dilakukan oleh 
tokoh-tokoh seniman dan budayawan Indonesia, atau para pemimpin 
bangsa, terutama Presiden Soekarno yang semakin aktif dalam 
mengumpulkan koleksi-koleksi seni dari luar negeri. Pada 1955 – 1957 
Soekarno tengah sibuk membangun istana negara di Tampaksiring, 
Bali, dan dalam kesempatan itu ia semakin aktif mengumpulkan 
karya-karya seni untuk menghiasi dinding istananya, sebagaimana di 
Jakarta, Bogor, dan Cipanas. 

Selain itu beberapa kunjungan Soekarno ke berbagai negara di dunia 
juga diselingi dengan kunjungannya ke museum atau galeri seni 
yang ada di negara itu. Tak jarang, dari kunjungan-kunjungan itu 
Soekarno membawa pulang beberapa karya lukisan yang kemudian 
ia pajang di dinding istananya. Menurut Claire Holt (1967) pada masa 
itu ketika Indonesia belum memiliki museum seni modern, istana-
istana Presiden seperti Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, dan 
juga Istana Cipanas untuk sementara waktu menggantikan kedudukan 
museum. Meski benar pendapat Ramadhan KH, bahwa koleksi-koleksi 
itu belum bisa dinikmati oleh secara luas.

Dan tentu saja, langkah Soekarno untuk mengoleksi karya-karya 
seni itu tidak luput dari gagasannya pada awal kemerdekaan, yaitu 
membangun suatu museum nasional yang akan memamerkan karya-
karya seni (lukis) mahakarya seniman Indonesia juga seniman dunia 
yang mulai ia lakukan secara intens pada periode 1950 – 1960 an. 
Dalam suatu tulisannya Idaman Kita dan Sambutan Rakjat terhadap 
Museum Seni Rupa Modern Mohammad Amir Sutaarga mengisahkan 
sebagai berikut:

“Melalui pers dan radio telah disiarkan berita dan laporan kunjungan 
Presiden Sukarno ke museum. Ini adalah untuk pertama kalinya bahwa 
Kepala Negara kita mengunjungi museum LKI. Pada kunjungannya inipun 
Presiden memperlihatkan lagi sikap dan minatnya terhadap ucapan-ucapan 
seni. Sering beliau tertegun di hadapan sebuah lukisan, dimuka suatu skulptur; 
dan menanyakan macam-macam keterangan dan sering pula memberikan 
pendapatnya sendiri. Sehabis keliling, setelah membubuhi tanda tangannya 
di buku tamu, Presiden beramah-tamah dengan hadirin, dengan wartawan, 
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dengan pejabat-pejabat museum. Dari ucapan-ucapan beliau, penulis dengan 
gembira dapat memberitahukan bahwa Presiden tetap memperhatikan 
kesunyian kita akan suatu museum seni rupa atau suatu art-gallery. Beliau 
sendiri berniat untuk menyerahkan koleksi lukisan-lukisannya kelak kepada 
art-gallery; bangunan museumnya baru masih akan didirikan. Rencana suatu 
museum seni rupa menurut Menteri Muda Penerangan sudah tercantum pada 
acara kerja Panitia Asian Games. Bahwasannya museum seni rupa itu nanti 
akan merupakan bangunan besar dan monumental sudah dapat diramalkan.” 

Dari kisah Amir Sutaarga itu dapat kiat ketahui, bahwa Presiden 
Soekarno tidak mau sembarangan dalam mewujudkan pembangunan 
museum seni rupa modern bagi bangsa Indonesia. Andai saat itu benar 
terwujud, niscaya bangunan museum seni rupa modern yang kita 
miliki adalah bangunan monumental yang terwujud dari suatu proyek 
mercusuar sebagaimana yang terwujud saat itu seperti Stadion Gelora 
Bung Karno, Tugu Monas, dan perhelatan Asian Games IV itu sendiri 
yang diselenggarakan dengan gegap gempita pada 1962. 
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Niatan Presiden Soekarno itu juga dapat disimpulkan dari tuturan 
Amir Sutaarga berikutnya:

“Presiden bercerita antara lain bahwa pernah beliau menerima beberapa orang 
seniman yang minta bantuan beliau untuk membangun suatu art gallery. 
Uang dua juta rupiah sebagai modal pertama dan banyak yang akan memberi 
sokongan genting, kapur, dan sebagainya. Tapi Presiden kemudian berkata 
“Pikiranmu, tingkat pikiranmu masih baru sampai genting dan kapur saja. 
Kalau kita mau membuat suatu art gallery, yang harus kita pikirkan jangan 
genting dan tembok, tapi beton, konstruksi besi dan ubinnya bukan ubin begini 
–sambil menunjuk kepada ubin ruang direksi di museum—dan pintunya dari 
brons......!” Penulis yang ketika itu turut dalam percakapan ramah tamah 
sempat juga memberi komentar bahwa memang harus kita ingat kepada 
pembangunan museum-museum yang besar dan megah, sebab kita mendirikan 
museum itu bukan untuk berpuluh-puluh tahun, tapi untuk berabad-abad.” 

Gagasan Presiden Soekarno terkait pembangunan museum seni rupa 
dan rencana bagaimana nasib koleksi seni rupa miliknya di masa yang 
akan datang, secara terang kembali ia sampaikan pada November 1960 
sebagaimana diberitakan oleh dua surat kabar nasional sebagai berikut:  
Dalam berita kedua surat kabar tersebut di atas dikabarkan Presiden 
Soekarno setelah suatu upacara penerimaan TAP I MPRS di Istana 
Bogor mengajak seluruh pimpinan MPRS dan para wartawan 
berkeliling istana untuk menyaksikan koleksi lukisan dan patung 
yang Presiden kumpulkan selama ini. Dalam kesempatan itu Presiden 
dengan penuh perhatian menjelaskan kepada tamu-tamunya tentang 
beberapa koleksi lukisannya, di mana letak keindahannya dan 
apa maknanya. Para pimpinan MPRS dan wartawan sebagai tamu 
mendengarkan penjelasan Presiden itu  dengan penuh antusias. 
Selanjutnya pada akhir kunjungan keliling istana itu, Presiden 
menyampaikan kepada para tamunya bahwa kelak semua koleksi 
patung dan lukisan yang ada di istana itu harus disimpan dalam suatu 
national gallery sebagai sumbangan dan peninggalan Presiden kepada 
seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menurut Presiden Soekarno, 
pemerintah harus sanggup mengadakan atau membangun national 
gallery itu.
   
Sikap dan pemikiran Soekarno terkait dengan koleks-koleksi seni rupa 
yang ia siapkan untuk disimpan dalam suatu National Gallery (Museum 
Seni Nasional) ini juga sempat ia sampaikan kepada Cindy Adams yang 
mewawancarainya pada 1961 – 1964 antara lain sebagai berikut: 
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“Aku tidak akan melepaskan salah satu dari benda-benda seni yang telah 
kukumpulkan itu untuk ditukar Cadillac. Kalau aku menyukai seseorang, aku 
akan memberinya sebuah lukisan atau tenunan sebagai hadiah. Tetapi tak 
pernah aku berniat menjualnya. Semua itu akan kuwariskan kepada rakyat 
Indonesia, bilamana aku meninggal. Biarlah benda-benda itu dimasukkan 
dalam Museum Nasional. Kemudian, apabila mereka lelah atau pikirannya 
kacau, biarkan mereka duduk di depan sebuah lukisan dan menikmati 
keindahan dan ketenangannya sampai jiwa mereka terisi dengan kedamaian 
seperti yang telah kulakukan. Ya, aku akan mewariskan benda-benda seni ini 
kepada rakyatku. Untuk menjualnya? Tidak akan!”.  

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sistem pemerintahan RI menganut 
demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kabinet pemerintah 
didukung oleh tiga kekuatan aliran politik, yaitu nasionalis, agama, 
dan komunis. Pada masa itu tidak ada lagi kabinet pemerintah jatuh 
bangun, kondisi politik untuk sementara waktu menguat di bawah 
komando Presiden Soekarno dengan dukungan militer dan kekuatan 
politik golongan kiri yang terus bersaing sepanjang periode, termasuk 
dalam ranah kebudayaan dan kesenian. Dalam Rapat Pleno ke-5 
tanggal 3 Desember 1960 di Bandung, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara (MPRS) menetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan 
Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 1969.

Dalam lampiran Tap MPRS No. II Tahun 1960 tersebut tercantum 
proyek Gallery Kesenian Nasional (AA.3) yang akan dibangun di Jakarta. 
Dengan rencana anggaran sebesar Rp 469 juta proyek Gallery Kesenian 
Nasional ditujukan untuk mencapai hasil yaitu pameran hasil kesenian 
nasional, memelihara kepribadian kebudayaan, perkembangan daya 
kreatif, dan memajukan turisme. Dalam keterangan proyek disebutkan 
bahwa Gallery Kesenian Nasional akan memuat 4000 lukisan dalam 
satu baris atau 8000 lukisan dalam dua baris, dan dapat diperbesar 
dengan 2000 lukisan.    

Desakan semakin pentingnya Indonesia memiliki sebuah Museum 
Seni Modern (Ramadhan KH) atau National Gallery (Soekarno), dan 
atau Gallery Kesenian Nasional (TAP MPRS), antara lain disebabkan 
semakin berkembangnya kiprah dan karya para seniman Indonesia 
pada 1950 an. Setelah Indonesia merdeka, selain SIM yang berdiri 
pada 1946 dan Pelukis Rakyat pada 1947, terbentuk juga Pelukis 
Indonesia pada 1950 dan Pelukis Indonesia Muda (PIM) pada 1952 
yang beranggotakan siswa dan bekas siswa ASRI. Selain di Yogyakarta 
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dan sekitarnya, perkumpulan para pelukis Indonesia juga bermunculan 
di kota lain, seperti Gabungan Pelukis Indonesia (GPI) di Jakarta (1948), 
Jiva Mukti di Bandung (1948), Prabangkara di Surabaya (1952), Angkatan 
Pelukis Muda Malang di Malang, Seniman Muda Indonesia (SEMI) di 
Bukittinggi, Angkatan Seni Rupa Indonesia di Medan, dan di Ubud Bali 
berkumpul pelukis-pelukis Anak Agung Gde Sobrat, Ida Bagus Made, 
dan beberapa pelukis muda Bali lainnya. Di Jakarta juga ada beberapa 
pelukis yang tak tergabung dalam organisasi seperti Henk Ngantung, 
Agus dan Otto Djaja, Emiria Sunassa, Dullah, dan Basuki Abdullah.

Para seniman-seniman itu sejak awal kemerdekaan telah aktif 
menyelenggarakan pameran (seteleng) memamerkan karya-karyanya 
dengan berbagai tema. Pameran lukisan pertama diselenggarakan 
pada 17 Agustus 1947 di gedung Badan Pekerja KNIP bersama dengan 
berdirinya Pelukis Rakyat di Yogyakarta, dan setelah itu Pelukis Rakyat 
terus mengadakan beberapa kali pameran lukisan dalam setahun di 
Pendopo Sonobudoyo. Sementara itu pada masa yang sama, di alun-
alun lor Yogyakarta SIM kadang-kadang membuka sanggarnya sebagai 
pameran sanggar yang terbuka untuk umum. Selanjutnya dengan 
pindahnya Affandi ke Jakarta, GPI menyelenggarakan pamerannya yang 
pertama di Taman Siswa Jakarta pada 1948. 

Sejak 1950 terbentuk Bagian Kesenian dari Djawatan Kebudayaan 
Kementerian PP&K yang juga turut mengoleksi dan memamerkan 
karya- karya terbaik dari berbagai perkumpulan seniman yang teresebar 
di hampir semua kota besar Indonesia. Selain Presiden Soekarno yang 
gemar mengumpulkan lukisan, Bagian Kesenian Djawatan Kebudayaan 
yang berkedudukan di Yogyakarta sejak 1951 secara rutin telah menjadi 
semacam kolektor pemerintah untuk karya-karya terbaik seniman 
Indonesia. Pada 1960 Bagian Kesenian kurang lebih telah memiliki 
70 buah lukisan dan beberapa pahatan yang menjadi calon-calon isi 
Museum Kesenian yang sedang direncanakan. Selain itu, Kementerian 
Penerangan dan Kementerian Luar Negeri secara insidentil juga 
membeli lukisan karya para seniman.

Pada periode ini, kiprah seniman Indonesia juga mulai merambah 
ke manca negara. Selain Basuki Abdullah yang memiliki pengalaman 
belajar dan berkarya di Eropa pada masa sebelum kemerdekaan, seorang 
pelukis Indonesia bernama Salim adalah pelukis yang mencari jalannya 
sendiri dan bertahun-tahun menetap di Belanda dan kemudian di Paris. 



III. Dari National Gallery hingga Wisma Seni Nasional (1950 – 1966)

35

Agus dan Otto Djaja sempat berkarya dan berpameran di Eropa pada 
periode 1948 – 1950. Selanjutnya, Affandi mulai pergi ke luar negeri 
berkeliling ke India, lalu berpameran di beberapa negara di Eropa 
pada 1950 – 1952. Setelah Affandi menetap di Italia selama 2 tahun, 
bersama Sholihin dan Kusnadi mereka membawa 34 karya lukis 
dari 25 seniman Indonesia dan terbanyak terdiri dari koleksi milik 
pemerintah, mewakili Indonesia dalam Bienalle San Paolo di Amerika 
Selatan. Menurut pers Uruguay, ruang pamer milik Indonesia masuk 
dalam 10 negara terbaik dari 33 negara peserta dari Amerika, Eropa, 
dan Asia. Demikian rata-rata, reputasi para seniman Indonesia di mata 
internasional pada masa itu, membanggakan!

Sehingga bukan hal yang mengada-ngada jika pada masa 
pemerintahan Soekarno, rencana untuk mewujudkan sebuah Museum 
Seni Modern atau National Gallery atau Gallery Kesenian Nasional 
adalah salah satu prioritas utama pemerintah. Pada masa itu, seolah 
menyambut rencana besar yang tercantum dalam Tap MRPS No. II 
Tahun 1960 tersebut di atas, ada beberapa inisiatif lainnya yang sempat 
digagas oleh beberapa pihak, antara lain sebagaimana tergambar 
dalam suatu Seminar Seni Rupa yang diselenggarakan oleh Badan 
Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia (BKSKMI) pada 25 – 28 
Juli 1961 di Yogyakarta dengan tema Peranan Seni Rupa dalam 
Pembangunan. 

Seminar tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa seni rupa 
mempunyai peranan yang positif dalam usaha pembangunan 
kepribadian bangsa, ketinggian moral, ekonomi, turisme, keuangan 
negara, dan perindustrian. Hal itu tentunya selaras dengan cita-
cita nasional pembangunan semesta berencana yang meliputi 
pembangunan rohani dan materi. Selanjutnya dalam rangka 
membina seni rupa, seminar tersebut antara lain merekomendasikan 
dibentuknya Badan Seni Rupa Nasional yang diawasi negara, 
mendirikan perguruan-perguruan seni rupa, dan mendirikan museum 
seni rupa dan Art Gallery.

Pada 8 Juli 1962 Urusan Kesenian Djawatan Kebudayaan Departemen 
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan membuka Galeri Seni Rupa 
Indonesia yang bertempat di suatu gedung, bagian rumah tinggal K.P.A 
Nototaruno, di Bintaran Wetan No. 7 Yogyakarta. Gedung yang luasnya 
hanya sekitar 150 meter persegi itu dimaksudkan sebagai tempat 
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sementara dalam lingkungan Djawatan Kebudayaan Urusan Kesenian 
untuk mengadakan pameran-pemeran, ceramah dan diskusi mengenai 
seni rupa. Dalam jangka pendek, gedung galeri itu akan digunakan 
sebagai tempat pusat pendidikan Seni Rupa Indonesia, mengingat 
Yogyakarta adalah salah satu pusat kegiatan seni rupa di Indonesia 
yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah Indonesia. Dalam 
jangka panjang, pembukaan Galeri Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta 
ini adalah persiapan untuk mengisi materi Gedung Seni Rupa Nasional 
(National Gallery) yang telah direncanakan oleh pemerintah. 

Pada pembukaan Galeri Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta itu, dipamerkan 
67 karya seni rupa, di antaranya 54 lukisan-lukisan, patung, dan keramik, 
sebagai bagian dari koleksi yang telah dikumpulkan oleh Urusan Kesenian 
Djawatan Kebudayaan sejak 12 tahun sebelumnya. Dari seluruh koleksi itu 
dipilih beberapa koleksi untuk disusun dalam suatu pameran yang terbuka 
untuk masyarakat umum. Menurut Kusnadi (1962) meski betapa kecilnya 
gedung Galeri Seni Rupa Indonesia itu, walakin memiliki nilai penting karena 
menyimpan sejarah baru bangsa Indonesia dalam ranah seni rupa, terutama 
sejak bangkitnya hasrat melukis dari bangsa Indonesia yang ditandai oleh 
lahirnya karya-karya pelukis perintis S. Sudjojono yang mulai berkarya sekitar 
tahun 1937. 

Bagaimanapun apa yang disajikan dalam Galeri Seni Rupa Indonesia 
adalah gambaran kecil dari galeri modern seni rupa Indonesia yang 
(nantinya) harus mewakili mutu terkuat (kualitas terbaik) generasi 
seni rupa Indonesia dari masa ke masa. Selain bersifat sementara, 
dibukanya Galeri Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta telah memberi 
kesempatan kepada pemerintah untuk mempelajari bagaimana 
seharusnya National Gallery nantinya akan dibangun di ibu kota negara. 
Beberapa pemikiran dan gagasan tentang bagaimana bentuk National 
Gallery nantinya akan dibangun antara lain dapat dilihat dari pendapat 
Kusnadi dalam tulisannya Pembangunan Museum Nasional (1963) 
sebagai berikut :

20

20

Budaya, 

Januari – 

Februari 1963

1. Museum Seni Rupa Modern (National Gallery) berisi karya-karya 
seni rupa mulai Raden Saleh sampai dengan pelukis termuda 
yang berprestasi lewat tahun-tahun perintisan S. Sudjojono-
Affandi sampai dengan tahun-tahun permulaan pendidikan ASRI 
dan ITB.
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a.

b.
c.

d.

e.

2. Fungsi dari museum seni rupa modern Indonesia dapat 
dirumuskan sebagai berikut:

21

Budaya, Maret – 

Mei 1963

21

a.

b.

c.

d.

e.

Sebagai tempat mengenal dan menyoroti seni rupa masa 
kontemporer yang disajikan untuk umum.
Sebagai bahan inspirasi bagi seni rupa terutama angkatan 
muda yang dapat banyak belajar dari karya-karya bermutu.
Sebagai tempat publik untuk mengapresiasi seni rupa, tempat 
diskusi dan menghimpun pemikiran-pemikiran seni rupa 
Indonesia.
Sebagai tempat mencipta sejarah seni rupa berdasarkan dasar-
dasar yang telah tersimpan di dalamnya.
Sebagai badan kerjasama antar bangsa-bangsa di bidang seni 
rupa.

3. Museum seni rupa modern memerlukan beberapa ruang 
sebagai berikut:

Ruang untuk pameran insidentil, pameran temporer, 
memperkenalkan karya – karya yang bagus dari para pelukis 
baik individual maupun gabungan.
Ruang perpustakaan dengan koleksi buku seni rupa dunia.
Ruang audio visual yang memutar film atau slide dengan 
tema arstitektur atau seni rupa dunia, sekalugus digunakan 
untuk ruang diskusi dan ceramah umum.
Ruang pameran tetap menampilkan karya atau reproduksi 
karya yang berganti secara periodik.
Ruang pameran untuk anak-anak yang berfungsi sebagai 
salah satu sumber inspirasi perkembangan seni rupa 
modern.

4. Museum seni rupa modern dapat menjadi bagian dari suatu 
Museum Nasional yang berada dalam satu komplek atau juga 
dapat berada di luar komplek.

5. Selain Jakarta sebagai ibu kota, sebaiknya gedung museum 
seni rupa juga dibangun di kota-kota pusat seni rupa Indonesia 
lainnya, seperti Yogyakarta dan Bandung. Kedua kota itu telah 
menghasilkan angkatan baru seni rupa Indonesia sehingga layak 
memiliki museum seni rupa cabang dari Museum Seni Rupa di 
tingkat pusat. 
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Sementara itu di Jakarta, menyambut rencana pemerintah 
membangun Gallery Kesenian Nasional atau National Gallery, para 
seniman lukis Jakarta yang dimotori oleh Dukut Hendronoto (Ooq) 
dan S. Sujono Ds. menggagas pertemuan besar pelukis-pelukis Jakarta 
bertempat di Lembaga Administrasi Negara yang akan diselenggarakan 
pada 26 September 1964 untuk membahas perkembangan dunia seni 
rupa, khususnya seni lukis. Pertemuan yang rencananya akan dihadiri 
600 pelukis Djakarta Raya itu juga akan membahas rencana pendirian 
Art Gallery yang benar-benar representatif dan mencerminkan 
kepribadian nasional, sesuai dengan keinginan para pelukis dan 
seninam-seniman guna mengisi dan menampung kegiatan para 
pelukis.

Periode pemerintahan Soekarno penuh dengan perkembangan yang 
menarik dalam bidang seni rupa dan hal-hal yang bersifat menekankan 
pembangunan mental-spiritual, meski secara politik dan ekonomi 
penuh dengan gejolak. Para sejarawan mencatat bahwa justru di tengah 
berbagai gejolak itu, pemerintah Soekarno menyelenggarakan proyek-
proyek mercusuar yang semakin memantapkan posisi Indonesia di 
antara negara-negara dunia yang masa itu terbagi dalam dua blok, blok 
barat dan blok timur. Pada periode ini sejumlah proyek mercusuar 
direncakanan oleh pemerintah Soekarno, ada di antaranya yang 
sempat diwujudkan dan ada juga yang belum sempat diwujudkan 
seperti proyek Gedung Teater Nasional dan Wisma Seni Nasional. 

Akhirnya rencana pemerintah sebagaimana termaktub dalam TAP 
MPRS No. II Tahun 1960 tentang pembentukan Gallery Kesenian 
Nasional menjadi jelas ketika Presiden mengeluarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Indonesia yang ditetapkan 
pada 10 April 1964 dan menetapkan sebagai berikut: 

Pertama, membentuk Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Nasional 
dengan susunan sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia - Ketua Umum 
    merangkap anggota
2. Dr. Chaerul Saleh, Wakil Perdana Menteri III - Wakil Ketua  
    merangkap anggota
3. Sumarno S.H., Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan - 
    anggota

22

22

Merdeka, 22 

September 1964
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4. Dr. Ruslan Abdul Gani, Menteri Koordinator Kompartemen 
    Perhubungan dengan Rakyat - anggota
5. Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur 
    Bank Indonesia - Bendahara merangkap anggota
6. dr. Sumarno, Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu Kota 
    Jakarta Raya - anggota
7. Henk Ngantung, Wakil Gubernur/Kepala DKI Jakarta Raya - 
    anggota
8. F. Silaban - anggota
9. Dr. Hasjim Ning - anggota
10. Nj. Surjadarma - anggota
11. Eddy Sunarto - anggota

Kedua, memerintahkan agar semua Departemen/Pemerintah 
memberikan bantuan yang diperlukan. 

Dari isi Keppres tersebut di atas terlihat keseriusan pemerintah dalam 
mewujudkan pembangunan Gallery Kesenian Nasional, dengan 
mencantumkan Presiden Soekarno sebagai Ketua Umum panitia 
dan beberapa menteri berpengaruh dalam kabinet dan beberapa 
tokoh bukan seniman, meski ada satu arsitek di dalamnya, yaitu 
Friedrich Silaban. Walakin, Panitia Pembangunan Gallery Kesenian 
Nasional tersebut di atas hanya efektif selama beberapa bulan, karena 
setelah pergantian kabinet pada Agustus 1964 pemerintah kembali 
menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 246 Tahun 
1964 tertanggal 19 September 1964 yang sama sekali tidak merujuk 
kepada Keppres sebelumnya yang mengatur tentang pembentukan 
Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Nasional.

Dalam Keppres No. 246 Tahun 1964 tersebut ditetapkan berbagai 
rencana yang lebih kompleks dari sebelumnya, yaitu membentuk 
Panitia Negara yang dinamakan Panitia Museum Nasional, Wisma Seni 
Nasional dan Perpustakaan Nasional yang antara lain secara khusus 
bertugas menyiapkan rancangan lay-out idiil dan visuil dari Museum 
Nasional, Wisma Seni Nasional, dan Perpustakaan Nasional. Berbeda 
dari sebelumnya, Panitia tersebut di atas lebih beranggotakan banyak 
kalangan sesuai dengan keahlian dan tugas mereka masing-masing 
yang terbagi dalam beberapa Seksi, yaitu Pimpinan Umum, Seksi 
Proyek Museum Nasional, Seksi Proyek Wisma Seni Nasional, Seksi 
Proyek Perpustakaan Nasional, Seksi Urusan Keuangan, Seksi Urusan 

23

Sumber: Arsip 

Sekretariat 

Negara

23
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Masih berkaitan dengan terbitnya Keppres No. 246 Tahun 1964, 
Drs. Amir Sutaarga, selaku pejabat Direktur Museum Pusat 
Departemen P.D.dan K dan masuk dalam unsur pimpinan umum 
Panitia Museum Nasional, Wisma Seni Nasional dan Perpustakaan 
Nasional, menyatakan kepada Antara bahwa Wisma Seni Nasional 
adalah bangunan National Art Gallery yang mengumpulkan, merawat, 
menyelidiki, dan memamerkan hasil karya seni rupa Indonesia, baik 
seni lukis maupun seni pahat. Dalam Wisma Seni Nasional akan 
dibangun auditorium yang menampung 1000 orang pengunjung 

Drs. Moh. varga, pejabat Direktur Museum Pusat Departemen 
P.D.dan K, Anggota merangkap Ketua Seksi;
Sdr. Koesnadi,  Kurator Galery Seni Rupa Direktorat Kebudayaan 
Departemen P.D.dan K, Anggota;
Sdr. Gani Lubis, Asisten Kurator bagian Seni Rupa Museum Pusat 
Departemen P.D.dan K, Anggota;
Drs. Edi Kartasubarna, Dosen Seni Rupa Departemen Perencanaan 
dan Seni Rupa Institut Teknologi Bandung, Anggota;
Drs. Wijoso Judoseputro, Dosen Sejarah Kesenian Timur 
Departemen Perencanaan dan Seni Rupa Institut Teknologi 
Bandung, Anggota;
Drs. Djoko Soekiman, Dosen Sejarah Kesenian Fakultas Sastra dan 
Kebudayaan Universitas Gajah Mada, Anggota; dan
Drs. Liem Joe Siang, Ketua Jurusan Seni Rupa IKIP Universitas 
Diponegoro, Anggota.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Perlengkapan, dan Seksi Urusan Tanah dan Gedung. 
Dengan menggabungkan tiga proyek pembangunan sekaligus, dengan 
demikian Keppres No. 246 Tahun 1964 adalah landasan operasional 
dari TAP MPRS No. II Tahun 1960 yang mencantumkan tiga proyek 
yaitu Museum Nasional (AA.2), Gallery Kesenian Nasional (AA.3), dan 
Perpustakaan Nasional (AA.4). Hanya saja, jika Museum Nasional dan 
Perpustakaan Nasional dalam Keppres No. 246 Tahun 1964 masih 
disebutkan dengan nama yang sama, penyebutan Gallery Kesenian 
Nasional diubah menjadi Wisma Seni Nasional. Dalam bidang 
kebudayaan, selain tiga proyek tersebut dalam TAP MPRS No. II 
Tahun 1960 juga tercantum proyek Taman Kebudayaan (AA.6) dan 
Theater Nasional sebagai proyek cadangan No. 1. 

Keppres No. 246 Tahun 1964 menetapkan Seksi Proyek Wisma Seni 
Nasional terdiri dari beberapa tokoh sebagai berikut:
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untuk mengikuti kegiatan ceramah, diskusi, atau pertunjukan film. 
Selain itu, Amir Sutaarga menjelaskan bahwa pembangunan Wisma 
Seni Nasional dan Perpustakaan Nasional akan dapat selesai dalam 
periode Pembangunan Semesta Berencana Tahapan pertama (1961 – 
1969). Demikianlah optimisme yang terbentuk pada masa itu. 

Namun tidak demikian kenyataannya. Meskipun rencana 
pembangunan Museum Nasional, Wisma Seni Nasional, dan 
Perpustakaan Nasional telah direncanakan dengan cukup matang, dan 
penuh kesungguhan dengan terbitnya keppres demi keppres, walakin 
sejarah mencatat bahwa proyek-proyek tersebut belum sempat 
terlaksana. Di antara proyek-proyek yang tercantum dalam TAP MPRS 
No. II Tahun 1960 itu kita belum menemukan dokumen rancangan 
lay-out sebagaimana disebutkan dalam keppres yang menjadi salah 
satu tugas Panitia Negara itu. Malahan, dalam buku Friedrich Silaban 
yang disusun oleh Setiadi Sopandi (2017) terlampir gambar rancangan 
Gedung Theater Nasional (1962) yang justru menjadi proyek cadangan 
dalam TAP MPRS No. II Tahun 1960. 

Sebagaimana kita ketahui, Friedrich Silaban pada masa itu dikenal 
sebagai arsitek andalan dan bahkan bisa dibilang sebagai penasehat 
Presiden Soekarno dalam urusan arsitektur. Dalam rentang 1954 – 
1960 Silaban secara intensif terlibat dalam proyek Tugu Nasional, 
pada periode ini pula ia memenangkan sayembara rancangan Masjid 
Istiqlal. Sejumlah bangunan, monumen, atau tempat penanda kota 

Gambar Rencana Gedung Theater Nasional karya F.Silaban 1962. 

Sumber : Yuke Adriati, Bung Karno Dalam Panggung Indonesia

24

Lihat Merdeka, 

26 September 

1964
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juga ikut digarapnya, misalnya Bundaran Hotel Indonesia dan Gelora 
Bung Karno. Beberapa rancangam bangunan pemerintah pada masa 
pemerintahan Soekarno juga dipercayakan dirancang oleh Silaban. 
Gedung Bank Indonesia  (Thamrin), Gedung BNI 46, dan Gedung 
BLLD, serta sejumlah gedung lainnya terlahir dari karya arsitektural 
Silaban. Sehingga tak mengherankan jika nama F. Silaban sebelumnya 
tercantum dalam Keppres No. 82 Tahun 1964 sebagai salah satu 
anggota Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Nasional, walakin 
dalam Keppres No. 246 Tahun 1964 namanya tidak lagi tercantum. 
Rangkaian peristiwa setelah tahun 1964 diduga menjadi penyebab 
utama terhentinya proyek pembangunan Museum Nasional, Wisma 
Seni Nasional, dan Perpustakaan Nasional yang telah dicanangkan 
sejak 1960. Pada masa setelah itu tampaknya politik konfrontasi 
(ganyang) terhadap Malaysia semakin memanas, Indonesia semakin 
tidak bersahabat dengan negara-negara blok Barat, lalu memutuskan 
untuk keluar dari PBB. Selanjutnya, politik dalam negeri semakin 
memanas setelah terjadinya Peristiwa 30 September 1965, Indonesia 
tengah dilanda perpecahan dan kondisi ekonomi semakin terpuruk. 
Dalam kondisi demikian bagaimana mungkin proyek mercusuar 
dalam ranah kebudayaan masih menjadi perhatian?

Ditambah lagi, serangkaian peristiwa yang terjadi ketika kekuasaan 
Soekarno telah menjadi lemah tak berdaya lalu digantikan oleh 
pemerintahan Orde Baru banyak perubahan yang berpengaruh 
dalam dunia seni budaya Indonesia. Sejak ditetapkannya pembubaran 
PKI oleh Kabinet Ampera yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto 
terjadi gelombang penangkapan, penahanan, dan pembunuhan para 
anggota PKI atau yang dianggap simpatisan dan pendukungnya dalam 
rentang 1966 – 1968. Banyak di antara mereka adalah para seniman 
atau budayawan Indonesia yang pada tahun-tahun sebelumnya turut 
meramaikan dunia kesenian dan kebudayaan Indonesia, termasuk 
dunia seni rupa. Dalam kondisi yang carut marut dan memprihatinkan 
itu bagaimana mungkin proyek Wisma Seni Nasional sempat 
terpikirkan untuk terus diwujudkan?
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Secara de facto pemerintahan Orde Baru dimulai sejak Kabinet Ampera 
diumumkan memerintah pada pertengahan 1966. Pada 12 Maret 1967 
Presiden Soekarno, sang patron dan penganyom dunia seni rupa 
Indonesia dicopot dari kedudukannya sebagai Presiden RI. Tahun-
tahun berikutnya hingga awal 1970 an adalah tahun stabilisasi ekonomi 
politik bagi Orde Baru. Dalam sekejap, stabilisasi ekonomi tercapai 
dan Indonesia awal periode 1970 an sedang menikmati berkah oil boom 
yang juga banyak digunakan mendukung program pembangunan 
pemerintah. Pun demikian dunia politik menjadi stabil, semua aliran 
politik disatukan (fusi) menjadi lebih terpimpin dalam demokrasi yang 
dikenal dengan Demokrasi Pancasila.

Proyek awal dalam ranah kebudayaan yang diwujudkan oleh 
pemerintahan Orde Baru adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 
yang digagas oleh ibu negara Tien Soeharto karena terinspirasi oleh 
Disneyland, California, Amerika Serikat, yang ia kunjungi pada 1971. 
Empat tahun kemudian, pada 20 April 1975 diresmikan oleh Ibu Tien 
ditemani sahabatnya, Imelda Marcos, ibu negara Filipina. 

Sebelumnya, di Jakarta, pemerintah daerah ibu kota pada 1968 telah 
mendirikan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang baru 
dikunjungi oleh Presiden Soeharto pada 25 Juni 1976. Selanjutnya 
pada 20 Agustus 1976 Presiden Soeharto meresmikan Balai Seni 
Rupa Jakarta yang pada saat itu dianggap sebagai museum seni rupa 
Indonesia modern pertama di Jakarta. Pembangunan museum itu 
dimotori oleh gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang juga menggagas 
berdirinya Taman Ismail Marzuki dan beberapa museum lainnya di 
Jakarta.

Pengunjung di depan karya 

Raden Saleh pada Pameran 

Seabad Seni Rupa Indonesia 

di Balai Seni Rupa Jakarta. 

Sumber: 

Suara Karya, 27 Agustus 1976
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Sementara itu, bagaimana dengan Wisma Seni Nasional? Memasuki 
Pelita (Pembangunan Lima Tahun) II tahun 1974/1975 kegiatan 
pembangunan Wisma Seni Nasional (WSN) masuk sebagai salah 
satu kegiatan pembangunan di bidang kesenian. Pada tahun 1974 
itu proyek WSN hanya merupakan salah satu dari kegiatan Proyek 
Pengembangan Media Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal 
Kebudayaan. Kegiatan pertama yang dilaksanakan terlait dengan WSN 
adalah lokakarya tentang pembangunan WSN pada 14 Juli 1974 yang 
dihadiri oleh sejumlah seniman, budayawan, dan arsitek. Lokakarya 
itu adalah usaha rintisan pembangunan WSN pada masa Orde Baru 
setelah 10 tahun sebelumnya pemerintahan Soekarno membentuk 
Panitia Museum Nasional, Wisma Seni Nasional dan Perpustakaan 
Nasional. 

Pada 1975 sayembara membuat Perencanaan Desain WSN dimulai 
dengan masa pendaftaran selama dua bulan, dibuka pada 15 Mei 
1975 dan ditutup pada 15 Juli 1975. Dari 17 peserta Biro Perencana 
yang mengikuti seleksi tahap pertama, lolos 14 peserta dan hanya 10 
peserta yang diperbolehkan melanjutkan seleksi tahap kedua. Adapun 
untuk menilai hasil karya para peserta sayembara pada 29 Juni 1977 
ditetapkan Pembentukan serta pengangkatan Anggota-Anggota 
Panitia Penilai Sayembara Perencanaan Tingkat Nasional Wisma Seni 
Nasional yang bertugas memberikan penilaian hasil-hasil sayembara 
perencanaan Wisma Seni Nasional, dan menentukan pemenang-
pemenang sayembara yang selanjutnya diusulkan kepada Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan pertimbangan.

Panitia penilai tersebut terdiri dari Ir. Azhar dari Direktorat Jenderal 
Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik sebagai 
ketua, dengan agggota sebagai berikut: Ir. Juswadi M.A. dari Institut 
Teknologi Bandung, Darmawan Prawirohardjo selaku Ketua Ikatan 
Arsitek Indonesia, Ir. Salmon Kodiyat dari Direktorat Jenderal Cipta 
Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Ir. Joko 
Surjanto, M.sc dari  Departemen Planologi dan Perencanaan Institut 
Teknologi Bandung, Dr. Suryanto dari Fakultas Sastra Universitas 
Indonesia, Drs. Fadjar Sidik dari ASRI, Ir. Bunyamin Ramto selaku 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, dan Ir. Wiratman dari 
Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. 
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Selanjutnya sebagaimana diberitakan Kompas, 8 Februari 1978 
sayembara perencanaan desain itu dimenangkan oleh Biro 
Perencanaan Arsiplan Bandung pada posisi pertama, sedangkan posisi 
kedua dan ketiga ditempati oleh Biro Perencanaan PRW Architect 
dan Carita Arsa. Masing-masing pemenang sayembara itu menerima 
hadiah berupa uang Rp 1,5 juta untuk pemenang pertama, Rp 1 juta 
dan Rp 500 ribu untuk pemenang kedua dan ketiga yang secara 
langsung diserahkan oleh Menteri Pendidikan Syarif Thayeb.    
Berdasarkan perencanaan yang disusun oleh Arsiplan Bandung, WSN 
akan dibangun memanjang dari ujung utara sampai ujung selatan jalan 

Berita mengenai Wisma Seni 

Nasional yang akan segera 

dibangun.

Sumber: 

Harian Kompas, 8 Februari 1978
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Merdeka Timur. Di dalam WSN akan terdapat museum seni tradisional, 
perpustakaan, auditorium, teater terbuka, kantor dan fasilitas rapat. 
Selain itu juga terdapat museum seni kontemporer, wisma seniman dan 
bengkel seni rupa, wisma seni dan bengkel seni musik, tari, dan sandiwara, 
area patung dan plaza. Meskipun demikian dalam keterangannya, 
Abas Alibasyah (pemimpin proyek Pengembangan Media Kebudayaan) 
bahwa rencana desain versi Arsiplan Bandung itu tidak akan sepenuhnya 
dilaksanakan secara tepat, karena akan dilakukan beberapa penyesuaian, 
baik berupa pengembangan maupun penghapusan rencana ruang yang 
dianggap tidak perlu.

Sebelumnya ketika proses sayembara sedang berjalan pada 20 September 
1976 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan Surat 
Keputusan No. 0241/P/1976 tentang Pembentukan Panitia Kerja Nasional 
Perencanaan Wisma Seni Nasional dan Pengangkatan Personalianya. 
Panitia tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pengadaan Wisma Seni 
Nasional. 

Berikut personalia Panitia tersebut sebagaimana tertulis dalam SK Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Prof. Dr. I.B. Mantra, Dirjen Kebudayaan - Ketua merangkap anggota
2. Abas Alibasyah, Pemimpin Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - 
    Wakil Ketua 
3. Sutarso, S.H, Direktorat Kebudayaan - Sekretaris I
4. Ir. Soeparto MR, ASRI - Sekretaris II
5. Let.Kol. Aminullah, staf ASKAMTIBNAS Departemen Pertahanan - 
    anggota
6. Ir. David Ngilly, Departemen Pekerjaan Umum - anggota
7.  Dr. Soedjatmoko, Bappenas - anggota
8. Ir.Herbowo, Pemda DKI - anggota
9. F. Silaban, Ketua Majelis Arsitek IAI - anggota
10. Drs. Suwandono, Dewan Kesenian Jakarta - anggota
11. M. Said, Majelis Luhur Taman Siswa - anggota
12. Affendi, seniman Akademi Jakarta - anggota
13. Drs. Jusuf Enoch. M.A, Sekretariat Jenderal Depdikbud - anggota
14. Drs. Soedjoko, Departemen Seni Rupa ITB - anggota
15. Ir. Rastowo, Departemen Arsitektur ITB - anggota
16. Drs. Fadjar Sidik, ASRI - anggota
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Panitia tersebut telah beberapa kali bersidang dan antara lain 
menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai 
konsep dasar pembangunan WSN, antara lain sebagai berikut: 

1. Lokasi yang akan digunakan untuk membangun WSN adalah tanah 
di Jalan Medan Merdeka Timur No. 14 Kecamatan Gambir,  Jakarta 
Pusat. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan planologi kota Jakarta 
dan diharapkan WSN menjadi point of interest di ujung sumbu Silang 
Monas dengan bangunan berskala nasional.

2. Proyek WSN merupakan proyek bertaraf nasional sebagaimana 
ditetapkan dalam TAP MPR IV Tahun 1977, karena itu proyek ini harus 
disetujui dan disahkan oleh Presiden RI.

3. Mengingat sifatnya yang harus mengandung sendi-sendi ke-
nasional-an serta kepribadian yang khas, masih perlu ditafsirkan 
aspek-aspek pokok yang dapat memberi pencerminan yang khas pula.

4. Mengingat proyek WSN tidak mungkin dibangun sekaligus dalam 
waktu yang singkat, maka diperlukan sistem pentahapan yang 
pragmatis baik dari segi fasilitas yang tersedia dan anggaran biaya.
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5. Pada masa persiapan dan setelah terwujudnya proyek WSN 
dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak dan memiliki 
keahlian khusus, maka harus direncanakan cara pengadaan dan 
pendidikan sumber daya manusia tersebut.

Selanjutnya masuk pada periode 1980 an, setelah berhasil diperoleh 
hasil rancangan desain WSN melalui sayembara pada 7 Mei 1980 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Jusuf mengeluarkan 
Surat Keputusan No. 0160/0/1980 tentang Panitia Kerja Persiapan 
Pembangunan Wisma Seni Nasional. Bersama surat itu, pemerintah 
membubarkan Panitia Kerja Nasional Perencanaan Wisma Seni 
Nasional yang telah bekerja pada periode sebelumnya. Dengan 
demikian, sampai pada titik itu telah ada perkembangan dari 
perencanaan menjadi persiapan pembangunan. 

Sebagaimana disebutkan dalam SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 0160/0/1980 tersebut di atas, Panitia Kerja Persiapan 
Pembangunan Wisma Seni Nasional terdiri atas :
Adapun tugas dari Panitia Kerja Persiapan Pembangunan Wisma Seni 
Nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua bahan dan mengadakan inventarisasi semua 
kegiatan dan inventaris sebagai hasil kerja Panitia Kerja Nasional 
Perencanaan Wisma Seni Nasional untuk dijadikan suatu laporan 
lengkap dari Panitia.

2. Menyaring semua permasalahan yang timbul dari kegiatan Panitia 
Kerja Nasional Perencanaan Wisma Seni Nasional untuk dijadikan 
suatu bahan penelaah guna diajukan sebagai saran staf.
 
3. Mengadakan penilaian semua laporan dari Panitia Kerja Nasional 
Perencanaan Wisma Seni Nasional untuk dijadikan bahan pelaksanaan 
tugas pokok Panitia Kerja Persiapan Pembangunan Wisma Seni 
Nasional.

4. Menyusun suatu laporan lengkap yang materinya berintikan suatu 
perencanaan baru Wisma Seni Nasional sebagai hasil kerja Panitia 
Kerja Nasional Perencanaan Wisma Seni Nasional untuk dijadikan 
bahan saran, usul dan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan guna menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut. 
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Berdasarkan tugas tersebut, pada Oktober 1981 Panitia Kerja 
Persiapan Pembangunan Wisma Seni Nasional telah menyusun 
Buku Wisma Seni Nasional yang merupakan hasil akhir Rapat Kerja 
Panitia Kerja Persiapan Pembangunan Wisma Seni Nasional pada 
22 – 24 April 1981 di Jakarta. Dalam buku itu antara lain termaktub 
beberapa hal konseptual sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan Wisma Seni Nasional adalah 
wadah dan sarana yang berfungsi untuk pembinaan dan 
pengembangan kebudayaan, khususnya sebagai tempat 
pagelaran dan pementasan karya-karya puncak seni rupa dan 
seni pentas baik tradisional maupun kontemporer.

b. Terkait dengan isi Wisma Seni Nasional, yang dimaksud 
dengan karya seni rupa adalah karya seni rupa kontemporer 
45 dengan tetap memperhatikan seni rupa prasejarah, 
arkeologis dan ethis, baik realia maupun replika yang 
mengandung nilai ethis dari seluruh Nusantara. Adapun 
yang dimaksud dengan seni pentas adalah karya-karya teater 
tradisional dan kontemporer.

c. Wisma Seni Nasional harus mampu menggambarkan 
sejarah perkembangan kesenian Indonesia, baik seni rupa 
maupun seni pentas, sehingga fungsi Wisma Seni Nasional 
harus meliputi:
- Bidang Seni Rupa:
1) Pengadaan koleksi dan reproduksi
2) Pelaksanaan konservasi dan preservasi
3) Melaksanakan pameran-pemeran
4) Melaksanakan penelitian dan dokumentasi
5) Melakukan kegiatan bimbingan dan edukasi
6) Melakukan eksperimentasi kreasi dan inovasi
7) Melakukan publikasi dan informasi

- Bidang Seni Pentas:
1) Menyelenggarakan pementasan
2) Melakukan lokakarya eksperimentasi pementasan
3) Menyelenggarakan penerbitan naskah
4) Melakukan dokumentasi
5) Melakukan penelitian
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d. Panitia menyiapkan desain untuk dua alternatif lokasi, 
yaitu lokasi dengan lahan seluas 13 HA dan lokasi dengan 
lahan seluas 6 HA. 

Terkait dengan lokasi WSN, salah satu anggota Panitia Kerja Nasional 
Perencanaan Wisma Seni Nasional dan Panitia Kerja Persiapan 
Pembangunan Wisma Seni Nasional, F. Silaban dari semula telah 
mengusulkan bahwa sebaiknya WSN dibangun di wilayah green belt 
di pinggiran Jakarta dengan luas 40 HA. Usulan Silaban itu dengan 
mempertimbangkan segi konsepsi ideal, masalah arsitektonis, 
tuntutan fasilitas yang dibutuhkan dan kemungkinan perluasan di 
kemudian hari. Selain itu, pada masa itu mencari lahan seluas itu di 
area pinggiran, seperti TMII, masih sangat mudah. Walakin, karena 
berbagai alasan terutama kemudahan akses transportasi pengunjung 
menuju WSN, usulan Silaban itu tidak mendapatkan dukungan dari 
para anggota. 

Sementara itu Pemda DKI sangat mendukung lokasi yang 
dipergunakan untuk membangun WSN adalah lokasi di atas tanah 
Jalan Medan Merdeka Timur No. 14 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. 
Sebagai bentuk dukungannya, Pemda DKI waktu itu mengeluarkan 
Izin Prinsip Penggunaan Tanah, yaitu Surat Keputusan Gubernur 
DKI Jakarta, Ali Sadikin No. 579 Tahun 1977 tentang Penguasaan 
Perencanaan Bidang Tanah seluas 13 HA yang terletak di Jalan Medan 
Merdeka Timur, Kelurahan Gambir, Wilayah Jakarta Pusat, untuk 
Lokasi Wisma Seni Nasional. Sayangnya, karena kendala alokasi 
anggaran yang terbatas sedangkan biaya pembebasan tanah cukup 
besar, proyek WSN menjadi tersendat-sendat. 

Terkait kondisi ini, menarik kita simak cuitan Mang Usil pada koran 
Kompas, 13 November 1982, sebagai berikut:

Kompas, 13 November 

1982 

Sumber: 

Pusat Data Kompas
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Pada awal 1980 an masa berkah oil boom bagi perekonomian Indonesia 
segera berakhir, bahkan dalam suatu wawancara dengan koran 
Kompas, 23 November 1981, Menteri Keuangan RI Ali Wardhana 
menyatakan: “Selama tiga tahun terakhir kita mengambang di atas 
minyak dengan enak. Orang mengatakan tahun-tahun itu adalah 
tahun manja. Sekarang kita harus mengikat pinggang erat-erat 
untuk menghadapi tahun 1982/1983.” Tentu saja dalam kondisi 
perekonomian yang lesu, pemerintah harus berhemat dan memangkas 
anggaran pembangunan dalam APBN. Dalan kondisi itu, proyek WSN 
terimbas akibatnya, masuk dalam daftar proyek pembangunan yang 
harus ditunda pelaksanaannya karena membutuhkan biaya besar dan 
dianggap tidak terlalu mendesak. Sampai pada perkembangan ini, 
proyek WSN secara garis besar telah mencapai dua hasil yang cukup 
menggembirakan, yaitu:

1. Konsep tentang WSN telah matang, memiliki rencana desain yang 
siap dilaksanakan dan WSN memiliki fungsi yang sudah jelas yaitu 
membina dan mengembangkan seni rupa dan seni pentas. 

2. Memiliki modal tanah sekitar 1,5 HA dengan bangunan kuno di 
atasnya, Aula Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah 
diserahkan oleh Panglima Komando Wilayah Pertahanan I/Daerah 
Militer V Jaya No. SKEP /194/I/1982 tanggal 30 Januari 1982.

Dengan dua capaian itu pada tahap selanjutnya Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meneruskan proyek WSN 
dengan berbagai revisi sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah. 
Pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Prof. Dr. Fuad Hassan, dibuatlah suatu langkah 
terobosan untuk mewujudkan pembangunan WSN, yaitu dengan 
kembali kepada gagasan F. Silaban bahwa WSN akan dibangun di 
pinggiran kota, tepatnya di area Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 
Sementara itu bangunan kuno yang sebelumnya berfungsi sebagai aula 
Depdikbud akan direnovasi dan digunakan sebagai Gedung Pameran 
Seni Rupa Depdikbud. Terkait dengan kebijakan Fuad Hassan tersebut 
Harian Kompas, 23 Oktober 1985 memuat berita sebagai berikut:
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Dalam berita tersebut di atas diinformasikan bahwa Mendikbud Fuad 
Hassan usai bertemu dengan Presiden Soeharto di Bina Graha pada 
22 Oktober 1985 dan memastikan bahwa proyek WSN akan segera 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemungkinan lokasi di 
area TMII. Perpindahan lokasi ini tampaknya mewujud nyata jika 
dilihat dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI No. 0372/P/1986 tentang Pembentukan Panitia Pengarah 
Pembangunan Wisma Seni Nasional yang memiliki tugas yaitu 
menyusun konsepsi Pembangunan Art Gallery Wisma Seni Nasional 
di Taman Mini Indonesia Indah, dan menyusun konsepsi renovasi 
dan penataan lingkungan gedung Jalan Merdeka Timur No. 14 Jakarta 
guna dimanfaatkan sebagai Ruang Pameran Seni Rupa yang bersifat 
temporer.

Dari dua tugas tersebut, pada akhirnya hanya tugas kedua yang 
berhasil terwujud, karena rencana pembangunan WSN dengan 
sebutan Art Galery Nasional di TMII sebagaimana arahan ibu negara 
tidak terlaksana. Panitia hanya berhasil menyusun Master Progam 
dan Master Plan Art Galery Nasional yang berhasil disusun oleh 
konsultan perencana. Sedangkan untuk pembebasan tanah seluas 
3,5 HA tidak berhasil dilakukan karena kurangnya dukungan dana. 
(lihat selengkapnya sumber: Dirjen Kebudayaan Departemen P&K, 
1997/1998 dan arsip Surat Dirjen Kebudayaan tanggal 12 April 1986 
kepada Sekjen Depdikbud) 

Kompas, 23 Oktober 1985

Sumber: 

Pusat Data Kompas
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Sebagai tanda peresmian penggunaan Gedung Pameran Seni Rupa 
Depdikbud, pada 23 Februari 1987 dibuka pula Pameran Restropektif 
Lukisan Affandi pada ulang tahunnya yang ke-80 oleh Mendikbud 
Fuad Hassan. Dalam kesempatan pameran itu Affandi memamerkan 
120 lukisannya dari periode 1938 – 1987, selain dipamerkan juga 10 
karya sulam istri tua Affandi, Maryati dan 10 karya lukis putri Affandi, 
Kartika Affandi. Dalam kesempatan itu, Dirjen Kebudayaan Haryati 
Soebadio, selaku ketua panita pameran lukisan dan peresmian Gedung 
Pameran Seni Rupa Depdikbud mengatakan bahwa “Karena biaya 
cukup besar untuk membangum Wisma Seni Nasional, gedung induk 
yang sudah ada ini kita renovasi.” Untuk berita selengkapnya lihat 
Kompas, 24 Februari 1987 sebagai berikut:

Kompas, 

24 Februari 1987 

Sumber:

Pusat Data 

Kompas
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Masyarakat rupanya menyambut dengan baik peresmian Gedung 
Pameran Seni Rupa Depdikbud itu. Harian Kompas menyebutkan “Di 
Jakarta kini bertambah gedung pameran yang representatif. Sementara 
itu majalah Tempo, 7 Maret 1987 menggambarkan Gedung Pameran 
Seni Rupa Depdikbud sebagai berikut: “ Sebuah pemandangan baru, 
di jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Dekat Stasiun Gambir ada 
sebuah gedung. Arsitekturnya neoklasik. Bangunan ini mencolok. 
Putih, putih. Halamannya menjorok ke dalam, memangku taman yang 
apik.”

Dalam beritanya majalah Tempo mengabarkan bahwa Gedung 
Pameran Seni Rupa Depdikbud dipugar sejak 1986 dengan biaya 
Rp 400 juta sehingga menjelma menjadi galeri yang memamerkan 
berbagai karya seni, tempat diskusi, seminar, dan pementasan. 
Pada masa itu di Jakarta sebenarnya sudah ada beberapa galeri atau 
museum seni rupa yang telah berdiri, tapi menurut masyarakat belum 
cukup layak sebagai gedung pameran. Misalnya Balai Budaya milik 
Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional yang berdiri sejak 1950 an, 
meski ruangannya tidak berliku, tapi lingkungan gedung ini kurang 
memenuhi syarat dan memiliki tata cahaya yang kurang baik.

Ada juga ruang pameran di Taman Ismail Marzuki, terdapat dua 
ruang pameran yang kurang memenuhi syarat karena memiliki 
plafon (langit-langit) yang agak rendah sehingga menyulitkan 
mengatur tata cahaya. Ada juga Museum Seni Rupa Jakarta yang 
diresmikan penggunaannya sejak 1976, selain lokasinya yang agak sulit 
dijangkau, gedung itu mengalami kesulitan dana untuk dikembangkan 
(direnovasi atau dipugar) mengingat gedung sebagai cagar budaya 
terikat dengan ordonansi purbakala. 

Maka, dengan hadirnya Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud itu, 
masyarakat dapat mengakses pameran seni rupa dengan lebih mudah, 
karena lokasinya ada di jantung ibu kota. Ruang pameran seluas 400 
m2 terbilang tampill secara akurat sebagai gedung pameran, karena 
memiliki langit-langit yang tingg, tata cahayanya dari neon dengan 
kaca penyaring akrilik sehingga memberi cahaya ke dalam lebih 
alami, jelas porsi koleksi yang dipamerkannya. Terutama jika diadakan 
pameran patung, setinggi apapun patungnya akan terlihat jelas dalam 
ruang pameran seluas itu. 
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Kehadiran Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud sebagai galeri pada 
masa itu tentunya sesuai dengan tuntutan perkembangan seni rupa 
Indonesia. Lewat tengah 1980 an kondisi ekonomi Indonesia mulai 
membaik, tumbuhnya perbankan swasta sejak diberlakukannya Pakto 
1988 yang meliberalisasi dunia perbankan turut meramaikan kembali 
dunia seni rupa Indonesia. Beberapa bank swasta mulai berlomba 
untuk mengoleksi karya lukis seniman Indonesia dan mendukung 
kegiatan pameran seni rupa, terutama lukisan, bahkan di gedung-
gedung bank. Sebagaimana disinyalir oleh Dr. Sanento Yuliman (Dua 
Seni Rupa, 15 Januari 1985) bahwa di Indonesia pada 1980 an sedang 
berkembang dua bentuk seni rupa pada masa itu, yaitu seni rupa 
bawah dan seni rupa atas. Menurutnya, dialog antara seni rupa atas 
dan dan seni rupa bawah harus terus berlangsung tanpa melenyapkan 
satu sama lain, tapi agar masing-masing dapat mengambil manfaat 
dan belajar satu sama lain. Selain itu, pemilikan seni rupa atas oleh 
anggota lapisan sosial tertentu perlu diimbangi dalam sektor seni rupa 
itu juga melalui upaya mengembangkan seni rupa khalayak, yaitu seni 
rupa yang hasilnya-hasilnya bertempat di ruang khalayak ramai, tersaji 
bagi orang banyak, dan koleksi negara atau masyarakat yang terbuka 
bagi semua orang.

Dalam rangka mewujudkan perkembangan itu, yaitu mewujudkan 
koleksi negara atau masyarakat yang terbuka bagi orang banyak, 
pada periode ini upaya untuk mewujudkan WSN terus diusahakan 
agar mencapai suatu tahap yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, 
fungsi WSN yang sudah jelas yaitu membina dan mengembangkan 
seni rupa dan seni pentas benar-benar dapat terwujud. Selain 
membuka Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud, pada masa 
kepemimpinan Mendikbud Fuad Hassan juga pernah dilakukan usaha 
mengembangkan seni pentas dengan membangun Gedung Seni 
Pertunjukan yang berada di area bekas Bandara Kemayoran Jakarta. 

Hal itu bermula dari Surat Menteri Sekretaris Negara No. R-707/M.
Sesneg/11/1988 tanggal 29 November 1988 tentang Peruntukan 
sebagian lahan Komplek Kemayoran untuk lokasi pembangunan 
Pusat Kebudayaan (Culture Center). Dalam surat itu dinyatakan bahwa 
Depdikbud menerima hibah lahan tersebut tanpa nilai penggantian. 
Menindaklanjuti teredianya lahan itu, Mendikbud pada 1991 telah 
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meminta persetujuan Bappenas untuk mendapatkan bantuan grant 
dari pemerintah Jepang. Selain itu pada 1993 Dirjen Kebudayaan 
RI Drs. GBPH Poeger telah membentuk Tim Pengarah Penyusunan 
Master Program Pembangunan Gedung Pameran Seni Budaya 
di Kemayoran. Namun sayangnya, lagi-lagi karena dana untuk 
pembangunan Gedung Seni Pertunjukan tidak tersedia, maka rencana 
membangun Pusat Kebudayaan di Kemayoran gagal dilaksanakan.

Akhirnya pada masa kepemimpinan Mendikbud Prof.Dr-Ing. 
Wardiman Djojoneogoro tahun 1995 konsep pembangunan WSN 
kembali pada konsep semula, yaitu membangun gedung pameran 
seni rupa dan seni pertunjukan dalam satu tempat yang sama, yaitu di 
Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta, pada area Gedung Pameran Seni 
Rupa Depdikbud berada. Setelah menyempurnakan konsep dasarnya 
proyek WSN kemudian diubah menjadi Pusat Pengembangan 
Kebudayaan Nasional (PPKN).

Menurut konsepnya PPKN adalah sebuah lembaga tingkat nasional 
untuk membimbing, memajukan, dan menginformasikan hal-hal 
yang terkait dengan pelestarian budaya dan seni kepada masyarakat 
dari berbagai tingkat sosial dan masyarakat asing sebagai pusat 
pengembangan kebudayaan. Tujuan PPKN adalah melayani 
masyarakat umum dalam bentuk:

Pameran seni    
Pertunjukan dalam berbagai gaya dan kategori
Layanan informasi kebudayaan Indonesia dalam bentuk 
publikasi cetak/buku, material audio visual, dan rekaman 
multi media.
Fasilitas sidang atau program kuliah. 

a.
b.
c.

d.
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Maket Pusat Pengembangan 

Kebudayaan Nasional oleh 

Studio Atelier 6, 1999.
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Sementara itu hingga awal 1990 an anggaran proyek WSN masih 
terbatas pada penyediaan anggaran operasional  Gedung Pameran 
Seni Rupa (GPSR) Depdikbud saja. Maka tidak ada cara lain yang 
mungkin dilakukan, selain terus mengembangkan GPSR sebagai 
galeri pameran berskala nasional yang memadai bagi pengembangan 
seni rupa Indonesia. Terkait dengan itu, pada 1992 lahan GPSR 
semakin bertambah luas dengan diserahkannya gedung sekolah SMA 
Negeri 7 (yang dipindahkan ke Tanah Abang) oleh Kanwil Depdikbud 
DKI Jakarta. Eks bangunan sekolah itu kemudian digunakan untuk 
perluasan gedung induk GPSR.

Selain pengembangan area lahan GPSR yang terus dilakukan, 
yaitu melalui usaha Direktorat Kebudayaan Depdikbud melakukan 
pembebasan lahan, juga perlu disampaikan bagaimana perkembangan 
kepemilikan koleksi yang nantinya menjadi koleksi milik Galeri 
Nasional Indonesia. Sebagaimana kita singgung sebelumnya, 
bahwa pemerintah sejak masa awal kemerdekaan telah melakukan 
pengumpulan koleksi seni rupa Indonesia, baik dengan cara 
membeli atau menerima hibah. Hal itu telah dimulai sejak masa 
Agus Djaja mendapatkan mandat dari Presiden Soekarno (1946), 
hingga terbentuknya panitia pengumpulan koleksi dalam organisasi 
departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Seksi Kesenian Direkotrat 
Kebudayaan sejak terbentuk pada 1950 juga mulai secara aktif dan 
rutin melakukan pengadaan koleksi seni rupa dari tahun ke tahun. 

Pun demikian, ketika proyek WSN dimulai pada masa pemerintahan 
Orde Baru. Menurut Tubagus “Andre” Sukmana dalam pengantar 
Katalog Koleksi Galeri Nasional Indonesia, melalui proyek persiapan 
WSN sejak 1972 telah menghasilkan pengadaan karya seni rupa 
(lukisan, patung, grafis, kriya) sekitar 450 koleksi. Singkat cerita, ketika 
GPSR sedang disiapkan untuk menjadi sebuah galeri berskala nasional, 
bahkan internasional, lembaga tersebut telah memiliki modal koleksi 
seni rupa milik pemerintah yang berada di tiga tempat terpisah, yaitu 
di Direktorat Kesenian Depdikbud, Sekretariat Dirjen Kebudayaan 
Depdikbud, dan Museum Nasional. Adanya koleksi-koleksi yang telah 
tersimpan selama berpuluh tahun di tiga tempat itulah yang membuat 
pemerintah tidak berhenti berusaha mewujudkan WSN atau lembaga 
galeri seni nasional. 
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Menurut kesaksian Tubagus Andre Sukmana (mantan Kepala 
GNI), pada tahun 1990 an ketika dirinya masih bertugas pada 
Seksi Pembinaan Koleksi Seni Rupa, Museum Nasional, ia mulai 
mengupayakan dibukanya satu ruang pameran untuk koleksi seni 
rupa yang sebelumnya hanya tersimpan di gudang. Pucuk dicinta 
ulam tiba, begitu kata pepatah. Pada 1991 datanglah seorang tamu (Ibu 
Siti Adiyati) ke Museum Nasional bertanya terkait keberadaan koleksi 
seniman perancis yang pernah dihibahkan pada tahun 1959. Dari 
pertemuan dengan tamu itu, kemudian disepakati penyelenggaraan 
Pameran Paris – Jakarta Masa 1950 – 1960 pada 10 – 22 Desember 
1992 di GPSR. 

Andre mengatakan bahwa Pameran Paris – Jakarta berhasil memantik 
kembali gagasan pembangunan Museum Seni Rupa Nasional yang 
seolah meredup karena kurangnya perhatian dalam alokasi dana 
untuk mewujudkannya. Benarkah demikian? mari kita lihat apa yang 
disuarakan oleh media massa pada saat pameran berlangsung, salah 
satunya koran Kompas Minggu, 13 Desember 1992 yang antara lain 
menulis demikian: 

Direktur Utama Pertamina, Faisal Abda’oe, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, 

Dominique Girard, bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad 

Hassan, menandai pembukaan Pameran Paris - Jakarta, 1992.

Sumber: The Jakarta Post
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“Kalau kita ingat tentang syarat sebuah negara merdeka dan bermartabat 
dengan orientasi ke depan, di mana sektor industri sebagai penopang hidup, 
maka sungguh janggal bila negara tadi tidak memiliki museum seni yang 
representatif. 

Museum Seni merupakan syarat pergaulan kebudayaan dunia modern. Eropa 
selepas Revolusi Industri berlomba membangun museum negara, khususnya 
seni rupa, dan perlombaan tersebut tidak berhenti hingga detik ini. Lihatlah 
semenjak Perancis membangun Museum Pompidou, Amerika Serikat langsung 
membangun MOMA di New York. Baru-baru ini Jerman membangun 
museum seni rupa besar. Adapun Jepang, Korea, China dan negara Asia yang 
bermartabat, juga membangun museum untuk bangsanya. 

Di Republik ini yang dibangun bukan museum seni, tetapi lapangan golf 
yang biayanya ratusan milyar rupiah, memakan tanah beribu-ribu hektar, 
dan hanya dipakai oleh pemain golf  yang tidak pernah jadi juara di pesta 
olahraga manapun.”

Pameran Paris – Jakarta Masa 1950 – 1960 rupanya telah 
menyadarkan banyak pihak bahwa Indonesia memiliki harta karun 
seni rupa, terutama seni lukis karya para seniman dunia, antara lain 
seniman Perancis yang karyanya sempat terpendam selama 30 tahun 
dalam gudang Museum Nasional. Selain, koleksi karya seniman 
dunia, tak kalah juga karya seniman Indonesia dari zaman kolonial, 
zaman modern, dan kontemporer  yang turut memperkaya khazanah 
koleksi seni rupa Indonesia. Sehingga untuk menampung kekayaan 
itu, orang-orang semakin yakin bahwa pada awal periode 1990 an itu 
keberadaan museum seni modern atau galeri seni nasioanal sudah 
semakin mendesak!

“Sudah sangat mendesak, untuk Indonesia memiliki museum 
nasional untuk seni rupa modern yang representatif. Penghargaan 
bangsa Indonesia terhadap nilai sejarah sangat rendah. Itu sebabnya 
langka pihak pemerintah menganggap penting sejarah seni rupa 
modern Indonesia,” begitu yang disampaikan oleh Dr. Sudjoko, ahli 
seni pengajar ITB. Pendapat yang hampir sama juga disampaikan 
oleh Srihadi, salah seorang maestro lukis Indonesia. “Negara wajib 
memikirkan dan mewujudkan museum tersebut. Tugas seniman itu 
berkarya, tidak harus kerepotan mendirikan museum atau lainnya. 
Negaralah yang menyelenggarakannya, ” begitu kata Srihadi.
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Menjawab desakan orang-orang tentang perlunya museum seni 
rupa modern itu, FX Sutopo, Direktur Kesenian Depdikbud masa 
itu menjawab bahwa bukannya pemerintah (Depdikbud) tidak ingin 
mendirikan museum nasional seni rupa, tapi persoalan dana yang 
belum tersedia menjadi hambatan utama. Menyiasati kondisi itu, 
pemerintah terus berusaha secara bertahap membangun sarana 
kegiatan seni budaya. Sebagai catatam, pada masa itu satu-satunya 
museum yang dikelola pemerintah adalah Balai Seni Rupa Jakarta 
milik Pemda DKI Jakarta. Selain itu, sejumlah pelukis yang memiliki 
kemampuan secara finansial, telah mulai mendirikan museum 
pribadi masing-masing, antara lain Affandi, Dullah, Nyoman Gunarsa, 
dan beberapa lainnya. Di Bali juga terdapat museum seni lukis yang 
dikelola oleh swasta, yaitu Sutedja Neka dan Le Mayeur.

Desakan adanya pembangunan museum nasional seni rupa itu 
ternyata hanya bersifat gejolak sesaat, karena setelah itu desakan 
kembali mereda untuk beberapa saat. Mungkin orang-orang 
bingung harus berbuat apa-apa, tapi yang jelas beberapa sosok dalam 
lingkungan Depdikbud, khususnya GPSR terus berjalan sebagaimana 
mestinya, mengadakan pameran-pameran dalam skala nasional. 
Hingga kemudian pada 1995 nama GPSR kembali menjadi sorotan 
publik dalam dan luar negeri ketika pada 28 April – 30 Juni 1995 
pemerintah menyelenggarakan Pameran dan Seminar Seni Rupa 
Kontemporer Negara-negara Gerakan Non Blok. Berdasarkan Surat 
Keputusan Mendikbud No. 0285/P/1994 tertanggal 30 Maret 1995 
telah dibentuk Panitia Pameran dan Seminar Seni Rupa Kontemporer 
Negara-negara Gerakan Non Blok yang diketuai oleh Prof. Edi 
Sedyawati, selaku Dirjen Kebudayaan dan Prof.Drs. A.D. Pirous, 
seniman, sebagai wakil ketua panitia.

Pameran dan Seminar Seni Rupa Kontemporer Negara-negara 
Gerakan Non Blok adalah acara seni rupa pertama yang berskala 
internasional yang diadakan di GPSR dan dibuka secara langsung oleh 
Presiden Soeharto. Dalam kesempatan pameran yang diikuti oleh 
para seniman dari 43 negara itu Presiden Soeharto dalam pidatonya 
antara lain mengatakan:

“Pameran seperti ini adalah yang pertama di dunia. Karena itu kita 
semua disini menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah. Semua yang 
kita saksikan bersama dalam pameran ini adalah bagian dari isi 
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31

Sumber: 

Sekretariat 

Negara RI

31

Presiden Soeharto membuka secara resmi 

Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-

negara Non-Blok di Gedung Pameran 

Seni Rupa Depdikbud Jakarta, 1995.

Sumber: Katalog Pameran Seni Rupa 

Kontemporer Negara-negara Non-Blok

batin bangsa-bangsa yang tergabung dalam Gerakan Non Blok. Kita 
semua, sebagai sesama anggota Gerakan perlu lebih saling mengenal. 
Bukan hanya dari sisi kepentingan politik dan ekonomi, melainkan 
juga dari isi batin bangsa kita masing-masing. Penampilan karya-
karya seni dari negara-negara anggota Gerakan Non Blok ini juga 
sekaligus merupakan suatu ajakan silaturrahmi dengan dunia seni rupa 
kontemporer internasional yang selama ini terkesan didominasi oleh 
negara-negara maju sebagai akibat dari penguasaan media komunikasi 
oleh mereka. Melalui cara yang luwes ini, dialog melalui pameran 
dan seminar ini akan dapat menumbuhkan dan mengembangkan 
saling kepercayaan di antara negara-negara berkembang dan negara-
negara maju. Saling percaya ini penting artinya bagi kerjasama yang 
didasarkan atas semangat kemitraan, kesamaan derajat dan saling 
menguntungkan. Pemilihan seni rupa kontemporer sebagai pijakan 
untuk memperdalam saling pemahaman budaya adalah suatu pilihan 
yang baik.” 

Apapun tanggapan yang muncul atas acara Pameran dan Seminar 
Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Gerakan Non Blok dari 
berbagai kalangan pada masa itu, yang jelas sekali lagi gagasan untuk 
meningkatkan status GPSR menjadi sebuah museum seni modern atau 
galeri seni nasional muncul kembali. Dalam wawancara dengan Edi 
Sedyawati, yang saat itu adalah ketua panitia Pameran dan Seminar 
Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Gerakan Non Blok sekaligus 
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Dirjen Kebudayaan RI, bahwa sejak saat itu dia semakin intens 
membicarakan kemungkinan pembangunan atau pembukaan suatu 
Galeri Nasional Indonesia bersama sebuah tim kecil yang antara lain 
terdiri dari A.D.Pirous dan Jim Supangkat, keduanya adalah tokoh seni 
rupa Indonesia. 

Selanjutnya Edi Sedyawati mulai berkomunikasi dengan beberapa 
instansi pemerintah lainnya untuk mewujudkan rencana pembukaan 
galeri nasional menjadi nyata, antara lain ia menemui Sapta Nirwandar 
yang masa itu menjabat sebagai salah satu pimpinan di Kementerian 
Aparatur Negara. Kemudian bersama dengan Jim Supangkat, Edi 
Sedyawati bertemu dengan para pejabat Bappenas menyampaikan 
betapa pentingnya Indonesia memiliki sebuah galeri nasional 
untuk membangun image tentang nation Indonesia. Disamping 
itu, kehadiran sebuah galeri nasional juga sangat penting untuk 
menyimpan koleksi seni tradisi bangsa Indonesia serta memotivasi 
seniman Indonesia untuk terus berkreatifitas. Dan yang tak kalah 
penting galeri nasional nantinya juga diharapkan dapat menjadi Pusat 
Informasi Seni Rupa. 

Di tengah kesibukan usaha untuk mewujudkan galeri nasional setelah 
Pameran dan Seminar Seni Rupa Kontemporer Negara-negara 
Gerakan Non Blok itu, dunia permuseuman dan seni rupa Indonesia 

Artikel mengenai urgensi 

dibentuknya Galeri Nasional 

Indonesia merespons kasus 

pencurian lukisan koleksi 

Museum Nasional.

Sumber: Suara Pembaruan,

30 September 1996

32

Sumber: 

Galeri Nasional 

Indonesia, 2013

32
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mendadak dihebohkan dengan peristiwa yang sangat memalukan 
dan memprihatinkan, yaitu terjadinya pencurian sekitar 25 lukisan 
yang tersimpan di gudang Museum Nasional pada pertengahan 1996. 
Mengenang peristiwa tersebut, Tubagus “Andre” Sukmana (mantan 
Kepala GNI) menulis dalam Katalog Koleksi Galeri Nasional 1998/1999 
antara lain sebagai berikut:

“Peristiwa penting yang berkenaan dengan koleksi seni rupa eks 
Museum Nasional Jakarta adalah terjadinya kasus pencurian sekitar 
25 buah lukisan, pada pertengahan tahun 1996. Di antara koleksi 
yang sempat hilang itu terdapat karya Raden Saleh, Basuki Abdullah, 
Affandi, Trubus, Albert Andre, Charles Walch, dll. bahkan empat 
buah koleksi di antaranya sempat masuk dalam katalog Balai Lelang 
Christie’s Singapura. Peristiwa ini mengundang tanggapan dan 
perhatian dari berbagai kalangan dan menjadi berita besar di beberapa 
media massa. Berkat kesigapan apparat berwajib, kasus dan pelakunya 
sudah terungkap dan koleksi yang hilang berhasil dikembalikan. 
Peristiwa itu tentu saja telah mendatangkan hikmah dan menyadarkan 
banyak pihak bahwa karya seni budaya dan dunia permuseuman 
yang identik dengan pewarisan nilai budaya dan jati diri bangsa, 
perlu mendapat perhatian serius, baik dalam hal pengembangan, 
maupun pengelolaan manajerialnya. Oleh karena itu dengan telah 
diserahterimakannya koleksi seni rupa dari Museum Nasional kepada 
Galeri Nasional Indonesia, diharapkan dapat dikelola dan difungsikan 
secara optimal, sesuai dengan tugas, fungsi, dan peranan Galeri 
Nasional Indonesia.”

Musibah pencurian koleksi lukisan di Museum Nasional itu sekali lagi 
menghidupkan desakan kepada pemerintah untuk segera mewujudkan 
berdirina sebuah museum seni rupa nasional atau galeri nasional 
sebagaimana terekam dalam surat kabar Suara Pembaruan, 30 
September 1996 antara lain sebagai berikut:

“Agus Dermawan T, kritikus seni rupa, menambahkan, ini juga 
mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah, agar kelak di 
kemudian hari lebih memperhatikan pembangunan non-ekonomis 
tetapi memiliki arti strategis seperti museum. Dan gagasan yang telah 
lama dipendam untuk membangun sebuah galeri nasional mudah-
mudahan bisa segera menjadi kenyataan. Jangan hanya sekedar 
impian.” Selanjutnya Suara Pembaruan juga menulis demikian:
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“Gagasan untuk mendirikan sebuah galeri nasional yang dilontarkan 
beberapa tahun lalu, pernah marak kemudian pelan-pelan surut, kini 
bergairah kembali dibicarakan. Seperti kata Abas Alibasyah, “Dengan 
adanya Galeri Nasional benda-benda berharga yang kini hanya 
ditumpuk atau disimpan di gudang Museum Nasional bisa dipajang 
dan dilihat masyarakat luas. Dengan demikian semua pihak merasa 
memiliki dan ikut mengawasi.” Konon terhambatnya pembangunan 
Galeri Nasional karena alasan klasik, tidak ada dana. Menurut 
Sudarmaji kini kuncinya hanya pada Pak Harto (Presiden RI). “Para 
konglomerat dikumpulkan di istana kemudian diimbau untuk ikut 
membiayai pembangunan Galeri Nasional. Kalau yang mengundang 
dan menghimbau pak Harto pasti beres. Saya yakin beliau memiliki 
kepedulian yang tinggi terhadap benda-benda bersejarah yang dimiliki 
bangsa Indonesia,” kata Sudarmaji dengan nada serius. Dalam urutan 
peristiwa yang sedemikian rupa dan di tengah krisis ekonomi moneter 
yang sedang berkecamuk pada periode 1997 – 1998, akhirnya gagasan 
membuka Galeri Nasional Indonesia dapat terwujud! 

Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan 
dan Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat No. 34/
MK.WASPAN/4/1998 tertanggal 30 April 1998 Hal Pembentukan Galeri 
Nasional menyatakan persetujuan pembentukan galeri nasional kepada 
Mendikbud. Selanjutnya berdasarkan surat persetujuan yang langsung 
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang WASBANGPAN, 
Hartarto tersebut, Mendikbud mengeluarkan Surat Keputusan No. 
099a/O/1998 tertanggal 8 Mei 1998 tentang Pembentukan Galeri 
Nasional Indonesia. Dalam surat yang ditandatangani oleh Mendikbud 
Prof. Wiranto Arismunandar tersebut antara lain mengatur apa definisi 
dan fungsi Galeri Nasional Indonesia sebagai berikut:

Bab I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 1

Ayat 1: 
Galeri Nasional Indonesia yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur 

Nomor 14 Jakarta Pusat yang semula merupakan Gedung Pameran Seni Rupa 
adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan.
Ayat 2: 

Galeri Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, 
Departemen Pendidikan dan Kebudsayaan dan secara teknis fungsional 

mendapatkan arahan dari Direktur Kesenian.
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Pasal 2
Galeri Nasional Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pendokumentasian, registrasi, penelitian, pemeliharaan, perawatan, 
pengamanan, penyajian, penyebarluasan informasi, dan bimbingan edukatif 

terhadap karya seni rupa.

Dalam proses pengajuan pembukaan Galeri Nasional Indonesia (GNI) 
kepada instansi-instansi terkait, Edi Sedyawati sebenarnya memiliki 
bayangan ideal terkait dengan posisi dan status GNI. Sesuai dengan 
beban dan tanggung jawabnya, Edi Sedyawati berharap eselon 
kepangkatan pada GNI sejajar dengan Museum Nasional. Status itu 
belum berubah hingga saat ini, dan rasanya perlu ditinjau ulang demi 
perkembangan GNI ke arah yang lebih baik sebagai satu-satunya galeri 
seni nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat. Harapan tingkat 
kepangkatan seperti yang diharapkan Edi Sedyawati itu seolah telah 
menjadi permakluman umum jika kita harus membandingkan antara 
fungsi dan tugas GNI dan Museum Nasional. 

Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Juwodo 

Sudarsono menandatangani 

prasasti peresmian GNI 

didampingi oleh Fuad Hassan, 

Edi Sedyawati, Surya Yuga, 

dan Watie Moerani.

Sumber: Dok. GNI
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Jika GNI lebih menekankan kepada koleksi karya-karya seni rupa 
modern dan kontemporer, Museum Nasional lebih menekankan kepada 
koleksi artefak arkeologi. Apa yang dilakukan atas keduanya, baik 
oleh GNI maupun Museum Nasional relatif sama. Pimpinan GNI dan 
Museum Nasional sama-sama membawahi banyak bidang, sehingga 
sudah selayaknya keduanya berada dalam posisi yang sejajar. 

Selain memiliki dan memelihara koleksi seni rupa milik pemerintah, 
GNI juga menjadi motor perkembangan seni rupa modern Indonesia. 
Oleh sebab itu di dalam GNI harus tersedia sumber daya manusia 
yang memiliki kecakapan teknis dan kemampuan memadai, sehingga 
mereka bisa membangun jejaring dengan museum-museum negeri di 
pusat maupun di daerah, membangun jejaring dengan para perupa, 
galeri-galeri swasta, media, dan lain sebagainya. Dalam posisi demikian, 
menurut Edi Sedyawati GNI harus dipimpin oleh sosok yang profesional 
dan kompeten dalam bidangnya, yaitu pengembangan seni rupa. Dalam 
butir-butir catatan Edi Sedyawati, mantan Dirjen Kebudayaan yang 
menjadi pencetak gol akhir berdirinya GNI itu juga mengusulkan: 

1. Dalam tugas sehari-hari seorang kepala GNI dibantu staf internal yang 
mengurus mulai soal administrasi sampai mengelola keuangan, dan 
perawatan koleksi.

2. Untuk menjaga mutu artistik, Kepala GNI dibantu oleh Tim Penasehat 
dan Tim Kurator.

Meski telah resmi dinyatakan berdiri sejak dikeluarkannya Surat 
Keputusan No. 099a/O/1998 tertanggal 8 Mei 1998 tentang Pembentukan 
Galeri Nasional Indonesia, GNI baru resmi dibuka pada 9 Mei 1999 oleh 
Mendikbud Prof. Dr. Juwono Sudarsono. Sebagai penanda peresmian 
GNI, pada saat yang sama GNI menyelenggarakan Pameran Seni Rupa 
Modernitas Indonesia dalam Representasi Seni Rupa yang dikuratori 
oleh Jim Supangkat. Dalam pidato sambutannya, Mendikbud antara lain 
mengatakan:

“Melalui pameran yang bertema Modernitas Indonesia dalam Representasi 
Seni Rupa ini Galeri Nasional mulai berfungsi sebagai salah satu institusi 
kesenian formal dalam kancah seni rupa nasional dan internasional. 
Hadirnya institusi ini mengandung harapan bertambahnya wahana yang 
memungkinkan berlangsungnya proses kreasi, ekspresi, dan apresiasi 
melalui hubungan antara karya seni, seniman, dan masyarakat.” 

34

33

33

Sumber: 

Galeri Nasional 

Indonesia 1999



V. Menjelang Berdirinya Galeri Nasional Indonesia 

71

Kondisi Galeri Nasional 

Indonesia pada tahun 1999.

Sumber: Dok. GNI

Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas dibukanya GNI pada 
penghujung akhir masa Orde Baru yang serba sulit itu? “Galeri 
Nasional patut dibanggakan,” begitu tulis koran Terbit pada 11 Mei 
1999. Pasalnya para seniman menyambut peresmian GNI dengan 
optimis, mereka menganggap meski sederhana GNI akhirnya bisa 
terwujud. “Inilah kebanggaan yang masih kita miliki. Di saat bangsa 
kita krisis masih bisa membuat galeri bertaraf internasional,” begitu 
kata Sulebar Sukarman, pelukis Indonesia. Beberapa surat kabar 
lainnya memberitakan bahwa GNI cukup representatif sebagai suatu 
galeri milik nasional, karena telah memiliki 1500 koleksi berharga. 
Koleksi itu meliputi “karya-karya seniman Indonesia dari setiap 
periode dengan media, tehnik, tema, dan gaya berbeda. Selain itu juga 
terdapat karya-karya seniman kelas dunia yang dapat dianggap sebagai 
perintis seni rupa modern,” begitu tulis koran Republika, 28 April 1999 
beberapa saat sebelum GNI diresmikan.

Berbagai harapan dan optimisme disampaikan oleh masyarakat atas 
peresmian GNI, galeri seni yang sudah dinanti sejak lama, terutama 
oleh para seniman, penggemar dan pemerhati seni rupa di Indonesia. 
Pada masa awal pembukaan GNI, itu ada satu pendapat menarik dari 
para kurator yang berpendapat keberadaan GNI yang masih baru itu 
jangan terlalu banyak diharapkan, karena masih memerlukan berbagai 
pembenahan. Sebagai salah seorang kurator dan tokoh seni rupa yang 
ikut memperjuangkan pembukaan GNI, Jim Supangkat mengatakan 
”Harus dipenuhi dulu SDM, kurator, pekerja ahli perawatan dan 
pengelola yang profesional.” 

34

Sumber: 

Terbit, 8 Mei 

1999 

34
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Itulah gambaran kisah bagaimana Galeri Nasional Indonesia (GNI) 
akhirnya dapat terwujud sejak 8 Mei 1999 (secara de facto), setengah 
abad lebih setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ketika 
pertama kali berdiri, justru tantangan terhadap eksistensi GNI dimulai. 
Dengan tugas, yang tidak hanya merawat dan mengembangkan koleksi 
seni rupa, tapi juga membimbing dan mengedukasi masyarakat 
agar memahami dunia seni rupa adalah salah satu peran strategis 
yang harus ditanggung GNI sejak awal berdirinya. Hal itu senada 
dengan apa yang disampaikan oleh Edi Sedyawati sebagai berikut: 
“Keberadaan Galeri Nasional tidak hanya sebagai tempat pameran, 
tapi juga harus berfungsi pendidikan, bimbingan bagi masyarakat 
luas.”

Pada perkembangan selanjutnya, dapat kita cermati bahwa sejak 
diresmikan kegiatan operasionalnya sejak 8 Mei 1999 hingga saat ini, 
Galeri Nasional Indonesia (GNI) telah melewati masa yang cukup 
panjang, dua dekade lamanya. Banyak perkembangan yang menarik 
yang telah dilakukan oleh GNI. Sementara itu tugas GNI juga semakin 
bertambah  karena menghadapi perkembangan dunia seni rupa 
yang semakin pesat. Ditambah lagi, masyarakat (audiens) yang harus 
diedukasi oleh GNI sudah berubah gaya dan cara berpikirnya. Kita 
mengenal generasi-generasi baru, generasi Y dan Z, generasi mileneal 
yang harus terus kita dialogkan dengan khazanah koleksi seni rupa 
Indonesia dari masa ke masa, masa dulu hingga masa kemudian 
yang paling mutakhir. Masa kuno yang mungkin mereka enggan 
memahaminya atau malah terkagum-kagum dibuatnya? Dan juga 
lanjutannya akan  menjelang masa seni rupa post-modern yang 
mereka produksi dengan cara-cara baru. Galeri Nasional Indonesia 
harus siap menyambutnya!  



…terkandung hasrat 
yang kuat dalam 
hati saya untuk kelak 
menyumbangkan 
koleksi itu kepada rakyat 
Indonesia, melalui 
suatu Galeri Nasional, 
agar koleksi tersebut 
dapat dinikmati dan 
dibanggakan oleh seluruh 
bangsa kita.

Adam Malik, 1978

(dalam sambutan Buku Lukisan-Lukisan Koleksi Adam Malik)
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757 Mei 1941 

Persagi untuk pertama kali mengadakan pameran di Gedung Bataviasche 

Kunstkring, Batavia.

29 April 1943

Kantor Pusat Kebudayaan menyelenggarakan pameran pertama Pertoendjoekan 

Loekisan Kehidoepan Djawa Baroe, bertempat di Kantor Pusat Kebudayaan di 

Jakarta.  

3 November 1944

Seteleng Seni Rupa Djawa Baroe ke-4 dipamerkan 76 lukisan  bertempat di Keimin 

Bunka Shidoso. 

13 Juli 1946

Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Pres/24) 

memerintahkan kepada segenap Djawatan Sipil dan Militer memberi bantuan 

kepada Kolonel Agoes Djajasoeminta dalam melaksanakan kewajibannya 

menyiapkan pembangunan museum kesenian nasional. 

8 Maret 1947

Seteleng seni loekis Agoes dan Otto Djaja di Jakarta dengan tema Impressie.

14 Desember 1947 

Henk Ngantung (33 tahun) menyelenggarakan seteleng lukisan di Hotel Des Indes, 

Jakarta. 

Agustus 1948 

Perkumpulan Seniman Merdeka, antara lain S.Sudjojono dan Affandi 

menyelenggarakan pameran lukisan di Jakarta. 

11 – 18 September 1949 

Seteleng Seni Lukis di Taman Siswa yang kedua di Yogyakarta.

15 Desember 1949

Akademi Seni Rupa Indonesia berdiri di Yogyakarta berdasarkan Putusan Menteri 

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (No.32/Kebud).

21 November 1960

Presiden menyampaikan bahwa kelak semua koleksi patung dan lukisan yang ada 

di istana harus disimpan dalam suatu national gallery sebagai sumbangan dan 

peninggalan Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia. 

3 Desember 1960 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menetapkan Garis- Garis 

Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 

1969 yang antara lain mencantumkan proyek Gallery Kesenian Nasional (AA.3) 

yang akan dibangun di Jakarta. 



76 8 Juli 1962 

Urusan Kesenian Djawatan Kebudayaan Departemen Pendidikan Pengajaran dan 

Kebudayaan membuka Galeri Seni Rupa Indonesia yang bertempat di suatu gedung, 

bagian rumah tinggal K.P.A Nototaruno, di Bintaran Wetan No. 7 Yogyakarta. 

10 April 1964

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 1964 

tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Indonesia.

19 September 1964

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 246 Tahun 

1964 tentang pembentukan Panitia Museum Nasional Wisma Seni Nasional dan 

Perpustakaan Nasional.

14 Juli 1974 

Lokakarya pertama tentang pembangunan Wisma Seni Nasional dihadiri oleh 

sejumlah seniman, budayawan, dan arsitek. 

15 Mei 1975 

Dibuka sayembara membuat Perencanaan Desain Wisma Seni Nasional.

20 April 1975

Taman Mini Indonesia Indah (TMII)  diresmikan oleh Ibu negara RI, Tien Soeharto. 

25 Juni 1976

Kunjungan pertama Presiden Soeharto di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail 

Marzuki (TIM) yang didirikan Pemda DKI Jakarta sejak 1968. 

20 Agustus 1976 

Presiden Soeharto meresmikan Balai Seni Rupa Jakarta yang pada saat itu dianggap 

sebagai museum seni rupa Indonesia modern pertama di Jakarta. Museum ini 

digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin.

20 September 1976 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 

0241/P/1976 tentang Pembentukan Panitia Kerja Nasional Perencanaan Wisma Seni 

Nasional. 

29 Juni 1977

Ditetapkan Pembentukan serta pengangkatan Anggota-Anggota Panitia Penilai 

Sayembara Perencanaan Tingkat Nasional Wisma Seni Nasional.

 

7 Mei 1980 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Jusuf mengeluarkan Surat 

Keputusan No. 0160/0/1980 tentang Panitia Kerja Persiapan Pembangunan Wisma 

Seni Nasional. 



Lini Masa Sejarah Pendirian Galeri Nasional Indonesia

77

30 Januari 1982

Panglima Komando Wilayah Pertahanan I/Daerah Militer V Jaya berdasarkan 

No. SKEP /194/I/1982 menyerahkan tanah sekitar 1,5 HA di Jalan Medan Merdeka 

Timur No. 14 Jakarta dengan bangunan kuno di atasnya kepada Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

22 Oktober 1985

Mendikbud Fuad Hassan usai bertemu dengan Presiden Soeharto di Bina Graha 

dan memastikan bahwa proyek Wisma Seni Nasional akan segera dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kemungkinan lokasi di area TMII.

 

23 Februari 1987

Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud di Jalan Medan Merdeka Timur No. 14 

Jakarta diresmikan oleh Mendikbud Prof. Dr. Fuad Hassan bersamaan dengan 

pembukaan Pameran Restropektif Lukisan Affandi pada ulang tahunnya yang 

ke-80.

10 – 22 Desember 1992 

Diselenggarakan Pameran Paris – Jakarta Masa 1950 – 1960 di Gedung Pameran 

Seni Rupa Depdikbud di Jalan Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta.

28 April – 30 Juni 1995

Diselenggarakan Pameran dan Seminar Seni Rupa Kontemporer Negara-negara 

Gerakan Non Blok di Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud di Jalan Medan 

Merdeka Timur No. 14 Jakarta.

30 April 1998

Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan 

Aparatur Negara Hartarto menyetujui pembentukan galeri nasional melalui 

Surat kepada Mendikbud No. 34/MK.WASPAN/4/1998 Hal Pembentukan Galeri 

Nasional. 

8 Mei 1998 

Mendikbud Prof Wiranto Arismunandar mengeluarkan Surat Keputusan No. 

099a/O/1998 tertanggal tentang Pembentukan Galeri Nasional Indonesia. 

9 Mei 1999 

Galeri Nasional Indonesia resmi dibuka oleh Mendikbud Prof. Dr. Juwono 

Sudarsono bersamaan dengan pembukaan Pameran Seni Rupa Modernitas 

Indonesia dalam Representasi Seni Rupa yang dikuratori oleh Jim Supangkat. 
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Sumber Lainnya: 

Majalah Budaya, Djawa Baroe, Mimbar Indonesia, Zenith.

Koran Harian Rakyat, Kompas, Merdeka, Siasat.

Arsip Kemendikbud di ANRI.

Arsip Koleksi pribadi Bapak Nunus Supardi.
 
Arsip Koleksi pribadi Bapak Tubagus “Andre” Sukmana.

Arsip Galeri Nasional Indonesia.



Dengan ini pula 
dipenuhilah cita-cita 
hendak mendirikan 
sebuah Museum 
Nasional (National 
Gallery), suatu tempat 
di mana dikumpulkan 
buah kesenian yang 
terbagus dari Bangsa 
Indonesia, tidak hanya 
dari zaman lampau, 
tetapi kesenian zaman 
sekarang (Contemporary 
Arts).

Soelarko, 1949

(dalam tulisannya “Koleksi Nasional”, di Majalah Mimbar Indonesia No. 37, 

10 September 1949)
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Lampiran Tesis Imam Boechori Zainuddin Latar Belakang, Sedjarah Pembinaan dan Perkembangan 

Seni Lukis Indonesia Modern (1935-1950). Institut Teknologi Bandung, 1966.
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Majalah Mimbar Indonesia No. 37, 10 September 1949.
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Majalah Mimbar Indonesia No. 37, 10 September 1949.
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Majalah Zenith November 1952
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Majalah Zenith November 1952
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Majalah Siasat September 1959
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Majalah Siasat September 1959
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Majalah Budaya Januari-Februari 1963
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Majalah Budaya Januari-Februari 1963
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Majalah Budaya Maret-Mei 1963
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Majalah Budaya Maret-Mei 1963
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Majalah Budaya Maret-Mei 1963
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Galeri Nasional Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan 
kontribusinya dalam kegiatan penelitian sejarah Galeri Nasional 
Indonesia tahun 2019:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Sekretariat Negara
Direktur Jenderal Kebudayaan 
Museum Nasional Indonesia 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
Arsip Nasional Republik Indonesia 
Pusat Dokumentasi H.B. Jassin
Pusat Informasi Kompas/KompasData
Indonesian Visual Art Archive (IVAA)
A.D. Pirous
Edi Sedyawati 
Jim Supangkat 
Rizki A. Zaelani  
Suwarno Wisetrotomo 
Asikin Hasan 
Citra Smara Dewi 
A. Sudjud Dartanto 
Nunus Supardi 
Surya Yuga
Watie Moerani 
Tubagus ‘Andre’ Sukmana
Erwien Kusuma
dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 



Tentang Penulis

ERWIEN KUSUMA, lahir di Surabaya, 11 Maret 1978. Lulusan Pondok 
Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 1996 dan Jurusan Sejarah 
Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 2004. Sempat menempuh 
pendidikan pascasarjana pada Departemen Antropologi Universitas 
Indonesia pada 2011. Pernah bekerja di Unit Khusus Museum Bank 
Indonesia (UKMBI), unit ad hoc untuk membangun Museum Bank Indonesia 
(MBI) dalam rentang tahun 2004 - 2009. 

Sejak menyelesaikan pembangunan Museum Polri di Jakarta ( Juni 2009), 
masuk dalam dunia kuratorial museum dan menghasilkan beberapa 
karya kuratorial, antara lain Omah Munir (2013) Museum HAM pertama 
di Indonesia,  Museum Bea Cukai (2014), Galeri Pajak (2015), Monumen 
Polwan di Bukittinggi (2015), Galeri (Museum) Sejarah PT BCA, Tbk 
(2016), Galeri Sejarah di BCA Dago Bandung (2017), dan Museum Maritim 
Indonesia (PT Pelindo II, Tbk 2018). 

Saat ini aktif sebagai penulis dan peneliti sejarah, narasumber sejarah untuk 
media cetak-elektronik dan lembaga keuangan pemerintah maupun swasta, 
dosen MK Kebudayaan Indonesia di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), 
serta kurator museum yang bekerja secara independen. 

Karya tulis yang telah diterbitkan antara lain Islam versus Pancasila: Kumpulan 
Pidato Terpilih Dewan Konstituante (Pusat Studi Pancasila, Tifa Foundation & 
Baur Publishing, 2008), Yang Muda Yang Berkiprah: Sejarah Gerakan Pemuda 
Ansor dan Partai NU (Kekal Press, 2011), Khazanah Kearifan Agama Agama 
di Indonesia (Nobel Edu Media, 2011), Dari De Javasche Bank menjadi Bank 
Indonesia (Penerbit Kompas, 2014), dan 11 Judul Buku Seri Sejarah Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia (PPBI, 2011 – 2018). 

Beberapa tulisannya dapat dibaca dalam blog www.pekerjamuseum.
blogspot.com dan www.erwinisasi.wordpress.com. Untuk keperluan 
korespondensi dapat dihubungi melalui email cikidalempat@gmail.com.
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